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Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf

¢ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah
harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai

perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah;

. bahwa dalam rangka menetapkan lokasi dan fungsi

ruang untuk investasi maka perlu disusun Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri Seradang

Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2041;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat



Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
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Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-
IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 989);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 — 2035;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19
Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana

tata ruang.
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Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah
bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di
dalam RTRW kabupaten/kota.

Sub-Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-BWP
adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas
beberapa blok.

Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,

dan/atau administrasi yang melayani Sub-BWP.



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau
administrasi lingkungan permukiman kecamatan dan/atau kelurahan
dan/atau dan rukun warga.

Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang
lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata
seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana
jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kota.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zona sekitar danau/waduk yang selanjutnya disebut DW adalah area yang
merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya
yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan
tujuannya.

Zona penyangga yang selanjutnya disebut PE adalah area yang merupakan
bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi sebagai kawasan
penyangga.

Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area
memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Subzona Hutan Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan
yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah
perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan
sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang
berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau
kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau
bagian wilayah kota.

Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang

ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
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Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka
hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu
juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan
berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung
serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai
sumber pendapatan.

Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Subzona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir
seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja,
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan kota.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang

difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
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dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan BWP.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.

Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk
pengembangan  kegiatan  pelayanan pemerintahan dan tempat
bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah kawasan
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan
Kawasan Industri.

Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut
SIKM adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit
dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan
per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak,
makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.

Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan
yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga
dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan
dalam RTRWK.

Subzona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kota.
Subzona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kota.
Subzona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 adalah

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
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yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala
kota.

Subzona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kota.
Subzona SPU sosial budaya skala kota dengan kode SPU-1.6 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala
kota.

Subzona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala
kecamatan.

Subzona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala
kecamatan.

Subzona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala
kecamatan.

Subzona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU olahraga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU peribadatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.5 adalah

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
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daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk
skala kelurahan.

Subzona SPU sosial budaya skala kelurahan dengan kode SPU-3.6 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala
kelurahan.

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu
berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan
lainnya.

Sub zona instalasi pengolahan air dengan kode PL-3 adalah peruntukan
lahan yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi
untuk tempat pengolahan air bersih (untuk dikonsumsi).

Sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 adalah
peruntukan lahan yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu
yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan yang
berasal dari limbah domestik, industri maupun komersial dan lainnya.
Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang
untukmelakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan
barang.

Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk
menjamin ketersediaan tenaga listrik.

Zona campuran dengan kode C adalah peruntukan lahan budidaya yang
terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara
perumahan, perdagangan/jasa, dan/atau perkantoran.

Sub zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1 adalah
peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu
yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/ jasa.

Sub zona perumahan dan perkantoran dengan kode C-2 adalah peruntukan
lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang
berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.

Sub zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan kode

C-3 adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan
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batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan/
jasa, dan perkantoran.

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ
kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail
tata ruang.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan
bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan
pengembangan lingkungan /kawasan.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan RTBL.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan RTBL.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;
dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka
bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum
dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai,
batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau
rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb

(building line).
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Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas belakang
terhadap dinding bangunan terbelakang.
Jarak Bebas Samping adalah adalah jarak minimum antara garis batas
samping terhadap dinding bangunan terdekat.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten Tabalong dan mempunyai fungsi membantu tugas
Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

o P

o o

5o oo

e

—.

[um—

°©

T

delineasi dan tujuan penataan BWP;

rencana struktur ruang;

rencana pola ruang;

penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
ketentuan pemanfaatan ruang;

peraturan zonasi,

ketentuan perizinan;

hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
kelembagaan;

pengawasan;

penyelesaian sengketa;

ketentuan sanksi;

penyidikan;

ketentuan pidana;

ketentuan lain-lain;

ketentuan peralihan; dan
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qg.

(1)

(2)

(3)

(4)

ketentuan penutup.

BAB II
DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Bagian Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Lingkup BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif
dan fungsional dengan luas 3.361,31 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu
koma tiga satu) hektar.
Batas-batas BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang meliputi:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Murung Pudak;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kinarum dan Desa Pangelak
Kecamatan Upau; dan
d. Sebalah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan
Tanjung.
BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. sebagian Desa Bongkang Kecamatan Haruai seluas 483,88 (empat ratus
delapan puluh tiga koma delapan delapan) hektar;
b. sebagian Desa Seradang Kecamatan Haruai seluas 914,29 (sembilan
ratus empat belas koma dua sembilan) hektar;
c. sebagian Desa Kinarum Kecamatan Upau seluas 120,84 (seratus dua
puluh koma delapan empat) hektar;
d. sebagian Desa Pangelak Kecamatan Upau seluas 95,45 (sembilan puluh
lima koma empat lima) hektar; dan
e. sebagian Desa Kaong Kecamatan Upau seluas 1.746,85 (seribu tujuh
ratus empat puluh enam koma delapan lima) hektar.
BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas:
a. Sub BWP A, terdiri atas sebagian Desa Seradang dan sebagian Desa
Kaong dengan luas 1.631,52 (seribu enam ratus tiga puluh satu koma

lima dua) hektar;
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b. Sub BWP B, terdiri atas sebagian Desa Bongkang, sebagian Desa Kaong,
sebagian Desa Kinarum, sebagian Desa Seradang, dan sebagian Desa
Pangelak dengan luas 1.149,06 (seribu seratus empat puluh sembilan
koma nol enam) hektar; dan

c. Sub BWP C, terdiri atas sebagian Desa Kaong dengan luas 580,73 (lima
ratus delapan puluh koma tujuh tiga) hektar.

Luas cakupan BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peta Pembagian SBWP dan Blok yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan BWP

Pasal 4

Penataan BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang bertujuan untuk

mewujudkan Kawasan Seradang sebagai Kawasan Industri Unggul dari Sektor

Primer yang Berbasis Eco-Spasial dan Berintegritas.

(1)

(2)

(3)

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Rencana struktur ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-
pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di BWP yang akan
dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala
BWP.

Rencana Struktur Ruang di BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang,
meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi; dan

C. rencana jaringan prasarana.

Rencana struktur ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan
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(1)

(2)

(3)

tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pusat pelayanan kota;
b. sub pusat pelayanan kota; dan
c. pusat lingkungan.
Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada
di Desa Kaong Sub BWP B, Blok B.11 dengan fungsi:
a. Pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan;
b. Pusat pelayanan kesehatan skala perkotaan;
c. Pusat pelayanan pendidikan skala perkotaan;
d. Pusat kegiatan industri kecil dan menengah;
e. Pusat perkantoran pemerintah; dan
f. Pusat kegiatan sosial budaya.
Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a. Sub pusat pelayanan kota di Desa Kaong Sub BWP C Blok C.2 dengan
fungsi:
1. Pusat pemerintahan kecamatan;
2. Pusat perdagangan dan jasa skala BWP;
3. Pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan,;
4. Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan; dan
S. Pusat permukiman.
b. Sub pusat pelayanan kota di Desa Seradang Sub BWP A Blok A.1 dengan
fungsi:
1. Pusat pemerintahan kecamatan;
2. Pusat perdagangan dan jasa skala BWP;
3. Pusat kegiatan perkantoran;
4. Pusat kegiatan indusri dan prasarana penunjang industri;
S. Pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;

6. Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan; dan
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7. Pusat permukiman.
(4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Seradang Sub BWP A Blok A.1
dengan fungsi:
1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
3. Pusat permukiman.
b. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Seradang Sub BWP B Blok B.5
dengan fungsi:
1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
3. Pusat permukiman.
c. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Kaong Sub BWP C Blok C.1 dengan
fungsi:
1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
3. Pusat permukiman.
d. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Bongkang Sub BWP B Blok B.9
dengan fungsi:
1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan

3. Pusat permukiman.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(2) huruf b berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
a. rencana jaringan jalan;
b. rencana jalur pejalan kaki;
c. rencana jalur sepeda;
d. rencana penyedian halte; dan
e. rencana penyediaan ruang parkir.
(2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a. pemeliharaan jaringan jalan kabupaten;

b. pembangunan baru jaringan jalan kabupaten; dan

c. peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan khusus.

Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

yaitu Jalan Arteri Primer (JAP) Poros Tanjung — Kuaro, pada Blok A.2 dengan

panjang 3,75 (tiga koma tujuh lima) kilometer dan pada Blok B.1 dengan
panjang 1,46 (satu koma empat enam) kilometer.

Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi:

a. pembangunan baru jalan kolektor primer empat (JKP-4);

b. pembangunan baru jalan lokal primer; dan

c. pembangunan baru jalan lingkungan.

Pembangunan baru jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. Pembangunan ruas jalan kolektor primer pada kawasan
perdagangan/jasa (Central Business District) dan kawasan permukiman
yang melewati Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.3, Blok
B.5, Blok B.7, Blok B.9, dan Blok C.1 dengan panjang 41,24 (empat puluh
satu koma dua empat) km; dan

b. Pembangunan ruas jalan kolektor primer pada kawasan peruntukan
industri Seradang yang melewati Blok A.1, Blok A.10, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.6, Blok A.8, dan Blok A.9 dengan panjang 44,29 (empat puluh
empat koma dua sembilan) km.

Pembangunan baru jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. pembangunan ruas jalan lokal pada kawasan permukiman yang
melewati Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok
B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13,
Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan panjang 103,32
(seratus tiga koma tiga dua)km; dan

b. pembangunan ruas jalan lokal pada kawasan industri yang melewati
Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok
A.8, Blok A.9, dan Blok A.10 dengan panjang 80,16 (delapan puluh
koma satu enam) km.

Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,

terdiri atas:
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a. ruas jalan lingkungan yang berada di Sub BWP A pada Blok A.2, Blok
A.6, Blok A.8, dan Blok A.9 dengan panjang 16,03 (enam belas koma nol
tiga) km; dan

b. ruas jalan lingkungan yang berada di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok
C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan panjang 11,87 (sebelas koma delapan
tujuh) km.

(8) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah

ruas jalan di dalam Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A

pada Blok A.2 dengan panjang 14,17 (empat belas koma satu tujuh) km.

Pasal 8

Rencana Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
b, terdiri atas:
a. Sub BWP B pada Blok B.9 dan Blok B.10 dengan panjang 2,70 (dua koma
tujuh nol) km; dan
b. Sub BWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 dengan panjang 1,16 (satu koma
satu enam) km.
Pasal 9

Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c,

terdiri atas:

a. Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10,
Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13 dengan panjang 17,79 (tujuh belas koma
tujuh sembilan) km; dan

b. Sub BWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 dengan panjang 7,30 (tujuh koma

tiga nol) km.

Pasal 10

Rencana penyedian halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

d, meliputi penyediaan :

a. Penyediaan halte di jalan arteri primer Tanjung — Kuaro sesuai rencana teknis
penyediaan prasarana transportasi;

b. Penyedian halte di jalan kolektor primer empat (JKP-4) dengan radius minimal
500 meter; dan

c. Penyedian halte di jalan lokal dengan radius minimal 500 meter.
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Pasal 11

Rencana penyediaan ruang parkir sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

huruf e meliputi:

a. Penyediaan ruang parkir pada kegiatan pertokoan, pasar swalayan, hotel,
pasar tradisional, dan kegiatan perdagangan/jasa lainnya di Sub BWP B dan
Sub BWP C;

b. Penyediaan ruang parkir pada kegiatan perkantoran di Sub BWP A, Sub BWP
B, dan Sub BWP C;

c. Penyediaan ruang parkir pada Kawasan Peruntukan Industri Seradang di
Sub BWP A; dan

d. Penyediaan ruang parkir pada sarana pelayanan umum di Sub BWP A, Sub

BWP B, dan Sub BWP C.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
c, terdiri dari:

a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;

o

. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

rencana sistem jaringan air minum;

o o

. rencana sistem jaringan drainase;

®

rencana sistem pengelolaan air limbah; dan

=

sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Energi /Kelistrikan

Pasal 13

(1) Rencana jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
a. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
b. Pembangunan gardu listrik.

(2) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, terdiri atas:
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Jaringan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati jalan kolektor
primer pada Blok A.10;

b. Jaringan Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melewati jalan kolektor
dan lokal di semua Sub BWP; dan

c. Jaringan Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melewati jalan lingkungan
di semua Sub BWP.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Gardu Induk yang terdapat di Sub BWP A Blok A.3;

b. Gardu Hubung yang terdapat di Sub BWP A.6; dan

c. Gardu Distribusi yang terdapat di Sub BWP A Blok A.2, Sub BWP B Blok
B.5 dan Sub BWP C Blok C.1.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 huruf b, terdiri dari:

a. Pembangunan Jaringan mikro digital;

b. Pembangunan Jaringan serat optik; dan

c. Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)

Jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a,

meliputi:

a. Jaringan mikro digital di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;

b. Jaringan mikro digital di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok
B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; dan

c. Jaringan mikro digital di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C.4.

Jaringan distribusi serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

a. Jaringan serat optik di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.5, dan Blok A.10;
dan

b. Jaringan serat optik di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Menara Base Transceiver Station (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c yang berada di Sub BWP B Blok B.2.
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(1)

(2)

(4)

(9)

(6)

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 15

Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

huruf c terdiri atas:

a. jaringan perpipaan; dan

b. jaringan non perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. unit air baku;

b. unit Produksi;

c. pipa unit Transmisi; dan

d. pipa unit distribusi.

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa air

permukaan yang berada di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Haruai.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa instalasi

pengolahan air yang berada di Sub BWP B Blok B.2.

Pipa unit tranmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Pipa transmisi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.5, dan A.10; dan

b. Pipa transmisi di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a. Pipa distribusi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;

b. Pipa distribusi di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11,
Blok B.12 dan Blok B.13; dan

c. Pipa distribusi di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok
C.4.

(7) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

a. sumur dangkal;

b. sumur pompa;

c. bak penampung air hujan; dan

d. terminal air.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Drainase

Pasal 16

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

huruf d terdiri dari:

a. saluran primer;

b. saluran sekunder; dan

c. saluran tersier.

saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. saluran primer di Sub BWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10; dan

b. saluran primer di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Saluran sekunder di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;

b. Saluran sekunder di Sub BWP B pada Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok BS5,
Blok B6, Blok B7, Blok B8, Blok B9, Blok B10, Blok B11, Blok B12 dan
Blok B13; dan

c. Saluran sekunder di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan
Blok C.4.

saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Saluran tersier di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;

b. Saluran tersier di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11,
Blok B.12 dan Blok B.13; dan

c. Saluran tersier di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok
C.4.

Paragraf 5

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 17

Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf e meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah setempat; dan

b. sistem pengelolaan air limbah terpusat.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. Pipa tinja meliputi:

1. Pipa tinja di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.9;

2. Pipa tinja di Sub BWP B pada Blok B.3; dan

3. Pipa tinja di Sub BWP C pada Blok C.4.

b. Pipa non tinja meliputi:

1. Pipa non tinja di Sub BWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10;

2. Pipa non tinja di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok
B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; dan

3. Pipa non tinja di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. IPAL Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A Blok A.7; dan
b. IPAL kawasan perdagangan dan jasa di Sub BWP C Blok C.3.

Paragraf 6

Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 18

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf f meliputi:

a. tempat pemrosesan sementara; dan

b. jalur evakuasi bencana.

Tempat pemrosesan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berada di Sub BWP A Blok A.7 dan Sub BWP C Blok C.3.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. tempat evakuasi sementara;

b. tempat evakuasi akhir; dan

c. jalur evakuasi.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi:

a. tempat evakuasi sementara di Sub BWP A pada Blok A.10; dan
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b. tempat evakuasi sementara di Sub BWP B pada Blok B.6.
(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur
sesuai dengan kebijakan teknis dalam lingkup makro yang berlaku.
(6) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ meliputi:
a. Jalur evakuasi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;
b. Jalur evakuasi di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11,
Blok B.12 dan Blok B.13; dan
c. Jalur evakuasi di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok

C.4.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG BWP KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ meliputi
rencana:
a. zona lindung; dan
b. zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding
lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 20

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. zona sekitar danau/waduk (DW);

b. zona penyangga (PE); dan
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c. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1
Zona Sekitar Danau/Waduk

Pasal 21

Zona sekitar danau/waduk (DW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf

a, berada di Blok B.2 dengan luas 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar.

Paragraf 2

Zona Penyangga

Pasal 22

Zona penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berada di
Blok A.1 dan Blok A.10 dengan luas 16,62 (enam belas koma enam dua) hektar.
Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf c terdiri atas:

a. Sub zona hutan kota dengan kode RTH-1

b. sub zona taman kota dengan kode RTH-2;

c. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
d. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Sub-Zona Hutan Kota (RTH-1) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf
a, dengan luas 583,17 (lima ratus delapan puluh tiga koma satu tujuh)
hektar, meliputi:

a. Blok A.5 dengan luas 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) hektar;

b. Blok A.9 dengan luas 34,20 (tiga puluh empat koma dua nol) hektar;

c. Blok A.10 dengan luas 145,96 (seratus empat puluh lima koma sembilan
enam) hektar;

d. Blok B.2 dengan luas 179,54 (seratus tujuh puluh sembilan koma lima

empat); dan
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(3)

(4)

(9)

e. Blok B.13 dengan luas 141,25 (seratus empat puluh satu koma dua lima)
hektar.

Sub zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dengan luas 33,02 (tiga puluh tiga koma nol dua) hektar,

meliputi:

a. Blok A.9 dengan luas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar;
dan

b. Blok A.10 dengan luas 16,35 (enam belas koma tiga lima) hektar;

Sub zona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, dengan luas 41,76 (empat puluh satu koma tujuh enam)

hektar, meliputi:

a. Blok A.1 dengan luas 9,24 (sembilan koma dua empat) hektar;

b. Blok A.2 dengan luas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektar;

c. Blok B.2 dengan luas 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektar;

d. Blok B.5 dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar;

e. Blok C.1 dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar; dan

f. Blok C.2 dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar.

Sub zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d berada di Blok C.4 dengan luas 13,36 (tiga belas koma tiga

enam) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 24

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b,

meliputi:

a
b.

[oFNe]

5 th O

. zona perumahan (R);

zona perdagangan dan jasa (K);

. zona perkantoran (KT);

. zona sarana pelayanan umum (SPU);

. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
zona campuran (C);

. zona pembangkit tenaga listrik (PTL); dan

.zona peruntukan lainnya (PL).
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(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 1

Zona Perumahan

Pasal 25

Zona perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,

terdiri atas:

a. Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);

b. Zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan

c. Zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, berada di Blok B.9 dengan luas 64,47 (enam puluh empat koma

empat tujuh) hektar.

Zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dengan luas 342,76 (tiga ratus empat puluh dua koma

tujuh enam) hektar, meliputi:

a. Blok B.5 dengan luas 45,48 (empat puluh lima koma empat delapan)
hektar;

b. Blok B.9 dengan luas 33,37 (tiga puluh tiga koma tiga tujuh) hektar;
dan

c. Blok C.1 dengan luas 263,91 (dua ratus enam puluh tiga koma
sembilan satu) hektar.

Zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, dengan luas 326,07 (tiga ratus dua puluh enam koma

nol tujuh) hektar, meliputi:

a. Blok B.3 dengan luas 31,37 (tiga puluh satu koma tiga tujuh) hektar;

b. Blok B.5 dengan luas 24,88 (dua puluh empat koma delapan delapan)
hektar;

c. Blok B.6 dengan luas 19,62 (sembilan belas koma enam dua) hektar;

d. Blok B.8 dengan luas 60,36 (enam puluh koma tiga enam) hektar;

e. Blok B.12 dengan luas 28,51 (dua puluh delapan koma lima satu)
hektar; dan

f. Blok C.1 dengan luas 161,33 (seratus enam puluh satu koma tiga tiga).

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa
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Pasal 26

(1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf b, terdiri atas:

a. Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

b. Zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
c. Zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).

(2) Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, berada di Blok B.9 dengan luas 46,52 (empat
puluh enam koma lima dua) hektar.

(3) Zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dengan luas 94,11 (sembilan puluh empat koma
satu satu) hektar, meliputi:

a. Blok B.4 dengan luas 12,20 (dua belas koma dua nol) hektar; dan
b. Blok B.7 dengan luas 81,91 (delapan puluh satu koma sembilan satu)
hektar.

(4) Zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), huruf c, dengan luas 67,01 (enam puluh tujuh koma nol
satu) hektar, meliputi:

a. Blok A.5 dengan luas 1,93 (satu koma sembilan tiga);

b. Blok A.8 dengan luas 19,48 (sembilan belas koma empat delapan)
hektar;

c. Blok B.12 dengan luas 12,14 (dua belas koma satu empat) hektar; dan

d. Blok C.2 dengan luas 33,46 (tiga puluh tiga koma empat enam) hektar.

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 27

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c
dengan luas 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) hektar, meliputi:

a. Blok B.10 dengan luas 30,20 (tiga puluh koma dua nol) hektar; dan

b. Blok C.2 dengan luas 17,40 (tujuh belas koma empat nol).

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 28

Zona sarana pelayanan umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf d, terdiri atas:

a. Zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);

b. Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan

c. Zona sarana pelayanan umum skala desa (SPU-3).

Zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dengan luas 84,27 (delapan puluh empat koma dua

tujuh) hektar, meliputi:

a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1.1) berada di Blok B.11
dengan luas 13,59 (tiga belas koma lima sembilan) hektar;

b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-1.3) berada di Blok B.11
dengan luas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar

c. Sarana pelayanan umum olahraga (SPU-1.4) berada di Blok B.11
dengan luas 16,45 (enam belas koma empat lima) hektar;

d. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-1.5) berada di Blok B.11
dengan luas 19,03 (sembilan belas koma nol tiga) hektar; dan

e. Sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-1.6) berada di Blok B.11
dengan luas 18,53 (delapan belas koma lima tiga) hektar.

Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,94 (sepuluh koma

sembilan empat) hektar, meliputi:

a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-2.1) berada di Blok B.9
dengan luas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar;

b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-2.3) berada di Blok B.9
dengan luas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar; dan

c. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-2.5) berada di Blok B.9
dengan luas 3,14 (tiga koma satu empat) hektar.

Zona sarana pelayanan umum skala desa (SPU-3) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 39,15 (tiga puluh sembilan

koma satu lima) hektar, meliputi:

a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-3.1) berada di Blok B.5 dan
Blok C.2 dengan luas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar;

b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3.3) berada di Blok C.2
dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektar;

c. Sarana pelayanan umum olahraga (SPU-3.4) berada di Blok C.2

dengan luas 9,22 (sembilan koma dua dua) hektar;
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d. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-3.5) berada di Blok C.2
dengan luas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektar; dan
e. Sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-3.6) berada di Blok B.15

dan Blok C.2 dengan luas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

(1) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf e, terdiri dari:
a. Kawasan peruntukan industri (KPI); dan
b. Sentra industri kecil dan menengah (SIKM).

(2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
huruf a dengan luas 1.046,14 (seribu empat puluh enam koma satu
empat), meliputi:

a. Blok A.2 dengan luas 462,61 (empat ratus enam puluh dua koma
enam satu) hektar;

b. Blok A.3 dengan luas 123,54 (seratus dua puluh tiga koma lima empat)
hektar;

c. Blok A.4 dengan luas 124,99 (seratus dua puluh empat koma sembilan
sembilan); dan

d. Blok A.6 dengan luas 335,00 (tiga ratus tiga puluh lima) hektar.

(3) Kawasan rencana pengembangan sentra industri kecil menengah (SIKM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 27,17 (dua
puluh tujuh koma satu tujuh) hektar, meliputi:

a. Blok B.4 dengan luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektar; dan
b. Blok C.2 dengan luas 16,04 (enam belas koma nol empat) hektar.

Paragraf 6

Zona Campuran

Pasal 30

(1) Zona campuran (C), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f,
berupa:
a. Zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);

b. Zona perumahan dan perkantoran (C-2); dan
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c. Zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3).

(2) Sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1), sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Blok B.1 dengan luas 61,77
(enam puluh satu koma tujuh tujuh) hektar.

(3) Sub zona perumahan dan perkantoran (C-2), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, berada di Blok A.1 dengan luas 83,61 (delapan
puluh tiga koma enam satu) hektar.

(4) Sub zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢, dengan luas 102,51
(seratus dua koma lima satu) hektar, meliputi:

a. Blok A.1 dengan luas 51,05 (lima puluh satu koma nol lima) hektar;
b.Blok B.9 dengan luas 25,48 (dua puluh lima koma empat delapan)
hektar; dan
c. Blok B.10 dengan luas 25,98 (dua puluh lima koma sembilan delapan)
hektar.
Paragraf 7
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 31

Zona pembangkit tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf g, berada di Blok A.3 dengan luas 1,85 (satu koma delapan lima)
hektar.

Paragraf 8

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

(1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

huruf h, yang terdiri dari:

a. Zona Instalasi pengelolahan air minum (PL-3);

b. Zona Instalasi pengelolahan air limbah (PL-4); dan
c. Zona pergudangan (PL-6).

(2) Zona instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berada di Blok B.2 dengan luas 5,31 (lima koma tiga satu)
hektar.

(3) Zona instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan luas 31,79 (tiga puluh satu koma tujuh sembilan)

hektar, meliputi:
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

a. Instalasi pengolahan air limbah untuk industri pada Blok A.5 dengan
luas 0.01 (nol koma nol satu) hektar;

b. Instalasi pengolahan air limbah untuk industri pada Blok A.7 dengan
luas 16,49 (enam belas koma empat sembilan) hektar; dan

c. Instalasi pengolahan air limbah untuk kawasan perdagangan/jasa dan
kawasan permukiman pada Blok C.3 dengan luas 15,29 (lima belas
koma dua sembilan).

Zona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berada di Blok A.8 dengan luas 83,73 (delapan puluh tiga koma tujuh

tiga) hektar.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan upaya dalam
oprasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan kedalam rencana
penanganan sub BWP yang diprioritaskan.

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:

a. lokasi; dan

b. tema penanganan.

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar

penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Tema Penanganan

Pasal 34

Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Kawasan Peruntukan Industri Seradang yang berada di Sub BWP A;

dan
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b. Kawasan campuran perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran

di Sub BWP A.
(2) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Industri Seradang dengan tema penanganan
pembangunan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan

b. Kawasan campuran perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran
dengan tema pembangunan dan perbaikan prasarana, sarana, dan

blok/kawasan.

Pasal 35

Rencana penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e, merupakan acuan dalam mewujudkan, rencana jaringan
prasarana rencana pola ruang dan sub BWP yang diprioritaskan sesuai
dengan RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. program perwujudan;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksanaan; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(3) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:

a. program perwujudan rencana struktur ruang;

b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
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(4)

(9)

(6)

(7)

c. program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan
penangannya.
Lokasi pemanfataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdapat di BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri
atas:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Instansi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
terdiri dari:
a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
c.Pemerintah Kabupaten Tabalong;
d.Swasta; dan
e.Masyarakat.
Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e merupakan program yang direncanakan dalam kurun waktu
perencanaan yang dirinci setiap S (lima) tahunan yang terdiri atas:
a. Tahap pertama pada periode 2021-2026;
b. Tahap kedua pada periode 2027-2031;
c. Tahap ketiga pada periode 2032-2036; dan
d. Tahap keempat pada periode 2037-2041.
Pasal 37

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

34



(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, disusun
sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan
rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Aturan Dasar (materi wajib); dan
b. Teknik pengaturan zonasi.
(3) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b.acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di
dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanabh;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan

penetapan lokasi investasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 39
Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2) huruf a
meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

o

. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

o o

. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

ketentuan khusus;

-0

standar teknis; dan

g. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

(1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:
a. Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
dan

b. Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya;
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(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. Kegiatan diizinkan dengan kode I;
b. Kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T;
c. Kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B; dan
d. Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk Zona Lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. zona sekitar danau dan waduk (DW);
b. zona hutan kota (RTH-1);
c. zona taman kota (RTH-2);
d. zona taman kecamatan (RTH-3); dan
e. zona pemakaman (RTH-7).
(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk zona budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. zona rumah kepadatan tinggi (R-2);

o

.zona rumah kepadatan sedang (R-3);

. zona rumah kepadatan rendah (R-4);

Qo O

. zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
. zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);

. zona perkantoran (KT);

5 th O

.zona kawasan peruntukan industri (KPI);

zona sentra industri kecil dan menengah (SIKM);

[y

j- zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan dengan
kode sub zona SPU-2;
k. zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
l. zona sarana pelayanan umum kecamatan dengan (SPU-2);
m. zona sarana pelayanan umum desa (SPU-3);
n.zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);

. zona perumahan dan perkantoran (C-2);

O

. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3);

. zona pembangkit tenaga listrik (PTL);

00 T

zona instalasi air minum (PL-3);

/2]

. zona instalasi air limbah (PL-4); dan

t. zona pergudangan (PL-6).
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Pasal 41

Kegiatan diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf
a, merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang
direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan

lain terhadap pemanfaatan tersebut.

Pasal 42

Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2) huruf b, merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas
berdasarkan:

a. pembatasan jumlah kegiatan;

b. pembatasan pengoperasian; dan

c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
Pembatasan jumlah kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf
a, diatur dengan pembatasan jumlah sehingga tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dari persentase peruntukan zona.
Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam
subzona.
Pembatasan intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. pembatasan KDB;

b. pembatasan KLB;

c. pembatasan KDH;

d. pembatasan jarak bebas sempadan bangunan; dan/atau

e. pembatasan ketinggian bangunan.
Pembatasan jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berlaku jika kegiatan pemanfaatan yang diusulkan telah ada serta
mampu melayani dan belum memerlukan tambahan maka pemanfaatan
tersebut tidak Dboleh diijinkan atau diijjinkan terbatas dengan

pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 43

Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (2) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan

persyaratan umum dan persyaratan khusus.
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(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyusunan dokumen AMDAL;
b. penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);
c. penyusunan Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN);
d. pengenaan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
dan/atau
e. aturan disinsentif lainnya.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

persetujuan dari tetangga sekitarnya/ketua RT dan lain sebagainya.

Pasal 44

Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
huruf d, merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak
sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat

menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
Pasal 45

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf b adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan
yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum; dan
c. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum.

(2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan
lahan dan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah zona

dengan KDB 60% (enam puluh persen), maka properti yang dapat
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(3)

(1)

(2)

(3)

dibangun luasnya tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) dari luas
lahan.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan
harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak
atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial
dan pembiayaan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian
atau peresapan air dan kapasitas drainase dan dinyatakan dalam satuan
persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDH 20% (dua puluh
persen).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c
terdiri atas:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
b. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. tampilan bangunan.
Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jalan Arteri Primer, GSB minimal 11,5 (sebelas koma lima) meter;
b. Jalan Kolektor Primer, GSB minimal 10 (sepuluh) meter;
c. Jalan Lokal, GSB minimal 8 (delapan) meter; dan
d. Jalan Lingkungan, minimal 7,5 m (tujuh koma lima) meter.
Ketinggian bangunan maksimum sebagimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:
a. zona sekitar danau dan waduk dengan ketinggian bangunan maksimal

4 (empat) meter;
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.zona hutan kota dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
meter;

. zona taman kota dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
meter;

. zona taman kecamatan dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
meter;

. zona pemakaman dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
meter;

. zona rumah kepadatan tinggi dengan ketinggian bangunan maksimal
24 (dua puluh empat) meter;

. zona rumah kepadatan sedang dengan ketinggian bangunan maksimal
12 (dua belas) meter;

.zona rumah kepadatan rendah dengan ketinggian bangunan maksimal

8 (delapan) meter;

i. zona perdagangan dan jasa skala kota dengan ketinggian bangunan

maksimal 24 (dua puluh empat) meter;

j. zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan ketinggian bangunan

maksimal 12 (dua belas) meter;

.zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan ketinggian
bangunan maksimal 8 (delapan) meter;

. zona perkantoran dengan ketinggian bangunan maksimal 20 (dua
puluh) meter;

. zona kawasan peruntukan industri dengan ketinggian bangunan
maksimal 12 (dua belas) meter;

zona sentra industri kecil dan menengah dengan ketinggian bangunan
maksimal 12 (dua belas) meter;

. zona sarana pelayanan umum skala kota dengan ketinggian bangunan
maksimal 12 (dua belas) meter;

.zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan ketinggian
bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;

.zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan ketinggian
bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;

. zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan ketinggian bangunan
maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;

.zona perumahan dan perkantoran dengan ketinggian bangunan

maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;
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(4)

t. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan
ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;

u.zona instalasi air minum dengan ketinggian bangunan maksimal 8
(delapan) meter;

v. zona instalasi air limbah dengan ketinggian bangunan maksimal 8
(delapan) meter;

w.zona pergudangan dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua
belas) meter; dan

xX. zona pembangkit tenaga listrik dengan ketinggian bangunan maksimal
4 (empat) meter.

Jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zona sekitar danau dan waduk dengan jarak bebas bangunan minimal
3 (tiga) meter;

b. zona hutan kota dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;

c. zona taman kota dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;

d. zona taman kecamatan dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga)
meter;

e. zona pemakaman dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga)
meter;

f. zona rumah kepadatan tinggi dengan jarak bebas bangunan minimal
11 (sebelas) meter;

g. zona rumah kepadatan sedang dengan jarak bebas bangunan minimal
5 (lima) meter;

h. zona rumah kepadatan rendah dengan jarak bebas bangunan minimal
3 (tiga) meter;

i. zona perdagangan dan jasa skala kota dengan jarak bebas bangunan
minimal 11 (sebelas) meter;

j- zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan jarak bebas bangunan
minimal S (lima) meter;

k. zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan jarak bebas
bangunan minimal 3 (tiga) meter;

l. zona perkantoran dengan jarak bebas bangunan minimal 9 (sembilan)

meter;

m. zona kawasan peruntukan industri dengan jarak bebas bangunan

minimal 5 (lima) meter;
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n.zona sentra industri kecil dan menengah dengan jarak bebas
bangunan minimal 5 (lima) meter;

0. zona sarana pelayanan umum skala kota dengan jarak bebas
bangunan minimal 5 (lima) meter;

p. zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan jarak bebas
bangunan minimal 5 (lima) meter;

gq. zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan jarak bebas
bangunan minimal 3 (tiga) meter;

r. zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan jarak bebas bangunan
minimal 17 (tujuh belas) meter;

s. zona perumahan dan perkantoran dengan jarak bebas bangunan
minimal 17 (tujuh belas) meter;

t. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan jarak
bebas bangunan minimal 17 (tujuh belas) meter;

u.zona instalasi air minum dengan jarak bebas bangunan minimal 3
(tiga) meter;

v. zona instalasi air limbah dengan jarak bebas bangunan minimal 3
(tiga) meter;

w.zona pergudangan dengan jarak bebas bangunan minimal S5 (lima)
meter; dan

x. zona pembangkit tenaga listrik dengan jarak bebas bangunan minimal
3 (tiga) meter.

(5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf d, meliputi:
a. Zona ruang terbuka hijau (RTH) dengan ketentuan prasarana dan sarana
minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan;
2. Prasarana parkir;
3. Aksesibilitas untuk difabel;

4. Jalur pedestrian;
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5. Jalur sepeda;

6. Jaringan listrik; dan

7.Jaringan telekomunikasi.

. Zona perumahan (R) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagai berikut:

1. Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

2. Jaringan air bersih;

3. Sistem persampahan;

4. Jaringan drainase;

5. Jaringan listrik; dan

6. Jaringan telekomunikasi.

. Zona perdagangan dan jasa (K) dengan ketentuan prasarana dan sarana
minimal sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase; dan

N O o WO N =

.Jaringan telekomunikasi.

. Zona perkantoran (KT) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase; dan

N O o AW N -

.Jaringan telekomunikasi.

. Zona sarana pelayanan umum (SPU) dengan ketentuan prasarana dan
sarana minimal sebagai berikut:

1. Jaringan jalan utama;

2. Jalur pedestrian;

3. Jaringan air bersih;

4. Jaringan listrik;

5. Sistem persampahan;

6. Jaringan drainase; dan
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7.Jaringan telekomunikasi.

. Zona kawasan peruntukan industri (KPI) dengan ketentuan prasarana
dan sarana minimal sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase;

. Jaringan telekomunikasi; dan

0o N 6o u b~ W N

.Jaringan dan instalasi pengolahan air limbah.

. Zona campuran (C) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase; dan

N O o WO N =

.Jaringan telekomunikasi.

.Zona pembangkit tenaga listrik (PTL) dengan ketentuan prasarana dan
sarana minimal sebagai berikut:

1. Jaringan jalan utama;

2. Jaringan air bersih;

3. Jaringan listrik; dan

4. Jaringan telekomunikasi.

i. Zona lainnya (PL) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal

sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;
.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase;

.Jaringan telekomunikasi; dan

o N O o WN

.Jaringan dan instalasi pengolahan air limbah
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Pasal 49

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e
merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki
fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan
karakteristik zona dan kegiatannya.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
ketentuan khusus pada tempat evakuasi sementara (TES) dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. ketersediaan areal/ruang terbuka yang cukup memadai;

b. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung
dari bencana;

c. ketersediaan tempat naungan/ ruang sementara terutama bagi
kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, difabel);

d. adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan kelokasi yang lebih
aman) secara cepat;

e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan
struktur organisasi kedaruratan;

f. ketersediaan sarana pertolongan pertama (emergency kits);

g. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami
secara cepat; dan

h. penyediaan rambu tempat evakuasi.

Paragraf 6
Standar Teknis

Pasal 51

Standar teknis pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf f, meliputi:

a. Standar kebutuhan utilitas; dan

b. Standar sarana pendukung.

Standar kebutuhan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari:

45



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

a. Air bersih;

b. Persampahan;

c. Air limbah;

d. Drainase;

e. Listrik; dan

f. Telepon.

Standar sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:

a. Fasilitas Peribadatan;

b. Fasilitas Pendidikan;

c. Fasilitas Kesehatan;

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa,;
e. Fasilitas Olahraga; dan

f. Fasilitas RTH.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf g merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan
penerapan RDTR dan PZ.

Ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 53

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) merupakan ketentuan yang memberikan insentif
bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata
ruang dan memberikan positif bagi masyarakat, serta yang memberikan
disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. bentuk insentif dan disinsentif;

b. kriteria insentif dan disinsentif;

c. jenis kegiatan yang diberikan insentif dan disinsentif; dan

d. tata cara pemberian insentif dan disinsentif.
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Pasal 54

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2), meliputi:

a. Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a,
sebagai berikut:

1. Pemberian kompensasi;

2. Kemudahan perizinan;

3. Penyediaan prasarana dan sarana; dan

4. Penghargaan.

b. Kriteria insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b,
terdiri atas:

1. Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1,
diberikan oleh pihak penerima manfaat jasa lingkungan hidup kepada
pihak penyedia jasa lingkungan hidup;

2. Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2,
diberikan kepada pihak yang mewujudkan kegiatan pemanfaatan ruang
sesuai dengan zona peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, dan
tata bangunan yang ditetapkan;

3. Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 3, diberikan pada kawasan yang diarahkan untuk pengembangan
kawasan budidaya dan menjadi kawasan prioritas pengembangan; dan

4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4 diberikan
kepada pihak yang mendukung perwujudan fungsi sekitar
danau/waduk dan mampu melaksanakan pengendalian pemanfaatan
ruang.

c. Jenis kegiatan yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

1. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1 diberikan
apabila jenis kegiatan bersifat mendukung penghijauan dan kegiatan
yang Dbersifat pelestarian lingkungan lainnya di zona sekitar
danau/waduk (DW) dan zona ruang terbuka hijau (RTH);

2. Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2
diberikan apabila jenis kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan yang
diizinkan, tanpa adanya persyaratan khusus (terbatas dan bersyarat)
dalam peraturan zonasi di semua zona dalam BWP Kawasan

Peruntukan Industri Seradang;
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3.

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 3 diberikan apabila jenis kegiatan mendukung pembangunan
kawasan budidaya dan kawasan prioritas di zona perdagangan dan jasa
(K), zona kawasan peruntukan industri (KPI), dan zona perumahan (R);

dan

4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4 diberikan

apabila jenis kegiatan bertujuan untuk melestarikan fungsi sekitar

danau/waduk di zona sekitar danau/waduk (DW).

d. Tata cara pemberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan

dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (2), meliputi:

a.

Bentuk disinsentif s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf

a, sebagai berikut:

1.

Kewajiban membayar kompensasi;

2. Persyaratan khusus perizinan;

3. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan

4. Pemberian status tertentu.

. Kriteria disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf

b, sebagai berikut:

1.

Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 1 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan
ruang tidak sesuai dengan zona peruntukan, ketentuan batasan
tertentu (T), ketentuan bersyarat (B), intensitas pemanfaatan ruang, dan
tata bangunan serta kegiatan yang diizinkan (I) namun menimbulkan

dampak negatif terhadap fungsi zona dan lingkungan sekitar;

. Persyaratan khusus perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a

point 2 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan

ruang dengan batasan tertentu (T) dan bersyarat tertentu (B);

. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud

pada huruf a poin 3 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan
pemanfaatan ruang yang dilarang (X) sesuai dengan ketentuan kegiatan

dan penggunaan lahan; dan
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. Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4
diberikan apabila kawasan memiliki tingkat kerawanan bencana
dan/atau masuk ke dalam zona pertampalan yang diatur pada teknik

pengaturan zonasi.

c. Jenis kegiatan yang diberikan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

1.

Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 1 diberikan apabila jenis kegiatan menimbulkan eksternalitas
negatif, kegiatan yang mencemari lingkungan, dan kegiatan yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di semua zona BWP Kawasan

Peruntukan Industri Seradang;

. Persyaratan khusus perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 2 diberikan apabila jenis kegiatan pada ketentuan kegiatan dan
penggunaan lahan bersifat terbatas (T) atau bersyarat (B) di semua zona
BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang;

. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud
pada huruf a poin 3 diberikan apabila jenis kegiatan merupakan jenis
kegiatan yang tidak diizinkan (X) d i zona lindung dan kegiatan
terbangun yang tidak memiliki izin pemanfaatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

. Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4

diberikan apabila jenis kegiatan berada pada zona yang memiliki teknik

pengaturan zonasi khusus.

d. Tata cara pemberikan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat

dan dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(1)

(2)

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 56

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g
merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan kewenangannya.
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(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kawasan
Peruntukan Industri Seradang, terdiri atas:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 58

Dalam penataan ruang BWP, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui RDTR dan Peraturan Zonasi;

b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang;

c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;

d. insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada pemegang hak
atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan
tanah;

e. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;

f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
dan

g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

50



Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 59

Dalam pemanfaatan ruang BWP, setiap orang wajib:

a. menaati RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 60
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang BWP dilakukan pada tahap:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi;
2. penentuan arah pengembangan BWP;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan BWP;
4. perumusan konsepsi RDTR dan Peraturan Zonasi; dan/atau
S. penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi.
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
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(4)

(1)

(2)

(3)

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan,;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi
dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dapat berupa :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR
dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan,;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam
hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR dan Peraturan Zonasi yang
telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR dan

Peraturan Zonasi.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 61

Lembaga yang dapat melakukan amandemen RDTR dan Peraturan
Zonasi adalah DPRD Kabupaten Tabalong atau Pemerintah Daerah.
Lembaga yang melaksanakan RDTR dan Peraturan Zonasi, meliputi:

a. lembaga pengambil keputusan;

b. lembaga pembuat rekomendasi;

c. lembaga pengendalian pemanfaatan ruang; dan

d. lembaga pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a adalah Bupati, yang bertugas:
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(4)

(7)

(8)

a. mengambil keputusan terhadap hasil perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

b. membina dan mengevaluasi penyelenggaraan penataan ruang sesuai
RDTR dan Peraturan Zonasi.

Lembaga Pembuat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Lembaga Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kabupaten, yang bertugas:

a. membuat rekomendasi terhadap penyelenggaraan RDTR dan Peraturan
Zonasi kepada Bupati;

b. membuat rekomendasi terkait kerjasama antar sektor/antar daerah
bidang Penataan Ruang kepada Bupati; dan

c. menyebarluaskan informasi kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi
kepada masyarakat.

Lembaga Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c adalah instansi yang bertugas:

a. menerbitkan perizinan yang menyangkut pemanfaatan ruang sesuai
dengan peraturan zonasi;

b. menetapkan insentif dan disinsentif; dan

c. menetapkan sanksi.

Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2 ) huruf d adalah instansi yang bertugas antara

lain:

a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

b. menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan pemanfaatan
ruang; dan

c. melakukan penertiban pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Tim

Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut terkait lembaga yang melaksanakan RDTR dan

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara

pelaksanaan tugas lembaga diatur melalui Peraturan Bupati dan/atau

Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 62
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(1)

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap
kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah

Daerah.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 63

Penyelesaian sengketa penataan ruang dilakukan secara musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 64

Ketentuan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam

pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang
dan pola ruang;

b. pelanggaran peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan rencana detail tata ruang;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang

diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang;
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(1)

(2)

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata
ruang;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
dan/atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang

tidak benar.

Pasal 65

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi
administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum,;

d. penutupan lokasi,

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan,;

c. penghentian sementara pelayanan umum,;

d. penutupan lokasi;

. pembongkaran bangunan;

¢]

f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

. denda administratif.

0Q

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

55



(1)

(2)

(3)

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(6)

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai
negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

bidang penataan ruang.

(3)

(4)

(6)

(7)

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong

memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam

Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

Peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang

Kabupaten Tabalong dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5

(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan,;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang; atau

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang.

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan

Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan

keputusan bupati.

Peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang

Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku.

Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP Kawasan

Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2041

dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

57



BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan

(2)

perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan Rencana Detail

Tata Ruang ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah

ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.lzin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya;

b.Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah
ini;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan;

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan  untuk  dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka “3”,
dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

- memperhatikan harga pasaran setempat;
- sesuai dengan NJOP; atau
- menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Daerah ini;

d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan

sebagai berikut:
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1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat
untuk mendapatkan izin.

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Peruntukkan Industri Seradang Tahun 2021 - 2041
dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

L s,

ABALONG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1-43/2021)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI
SERADANG KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

[I. UMUM
Untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia, Pemerintah pada
tanggal 21 Juni 2018 telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi
perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran
perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara
elektronik atau Online Single Submission (OSS). Setelah investor/pelaku
usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan dasar,
perizinan berusaha/investasi kemudian harus memenuhi perizinan
lingkungan dan standar bangunan, yaitu izin yang diperlukan untuk
melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan
lingkungan hidup dan kesesuaian dengan standar bangunan yang
ditentukan serta kelayakan fungsi bangunan.
Bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),
investor atau pelaku usaha diwajibkan mengajukan Izin Lokasi melalui
Sistem OSS. Sedangkan bagi wilayah yang telah memiliki RDTR atau berada
dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB), tidak memerlukan Izin Lokasi dalam melakukan
kegiatan berusaha.
Online Single Submission (OSS) adalah Aplikasi yang memberikan
kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik. Di mana format OSS sebagai berikut:
1. Pengajuan usaha/investasi akan diverifikasi secara online menggunakan
data yang terkoneksi dengan system informasi dari setiap instansi
pemerintah yang bertanggungjawab;
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2. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengajukan izin berinvestasi
secara mandiri melalui website OSS, atau dengan datang ke Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan

3. OSS sebagai system pendukung yang mengurai keterbatasan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang meliputi:

a. PTSP diisi dan dikelola oleh instansi daerah, sehingga izin yang
dikeluarkan PTSP sebatas yang menjadi wewenang daerah. Terdapat
beberapa izin yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat; dan

b. Ego sektoral antar instansi dibeberapa daerah masih tinggi, sehingga
menyebabkan pengurusan perizinan tidak bisa diselesaikan
seluruhnya PTSP.

Oleh karena itu, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam

membantu realisasi investasi karena bisa mempersingkat waktu izin

pemanfaatan lahan. Namun demikian, baru sebagian kecil kabupaten/kota

yang saat ini memiliki Peraturan Daerah tentang RRTR dari 508

kabupaten/kota seluruh Indonesia. Program percepatan pembangunan

terancam stagnan karena investor butuh tambahan waktu untuk
mendapatkan Izin Lokasi sebelum dapat memanfaatkan lahannya.

Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan mempercepat

penyusunan RDTR sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan

mengutamakan kabupaten dan kota tujuan investasi dalam mendukung
kemudahan berusaha melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu
secara daring atau OSS. Salah satu kabupaten/kota yang akan disusun
rencana rinci tata ruangnya adalah Kabupaten Tabalong, Provinsi

Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Kawasan Industri yang berbasis “eco-spasial’ mengandung makna;

Conserving energy: meminimalkan penggunaan bahan bakar atau
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energi listrik dengan memaksimalkan energi alam disekitar lokasi;
Working with climate: mendesain berdasarkan iklim sekitar dan sumber
energi yang ada; Minimizing new resources: mengoptimalkan kebutuhan
sumberdaya alam yang baru, agar dapat digunakan di masa
mendatang; Respect for site: tidak berdampak negatif terhadap
lingkungan sekitar; Respect for user: merespon keadaan tapak sekitar;
Holism: menerapkan prinsip green architecture sesuai kebutuhan.
Selain itu juga memperhatikan; Sculpting with light:penggunaan bahan
bangunan yang dapat mengurangi efek kerusakan lingkungan; Energy
matter-pemanfaatan energi alam yang dimanfaatkan secara optimal;
Making connection: mampu membuat orang nyaman berada dalam
bangunan dan ada interaksi ruang; Urban responses: mampu
berinteraksi dengan bangunan sekitar; Civic symbolism: ekspresi
bangunan membentuk suatu nilai progresif yaitu pembaharuan suatu
Kawasan; Structural expression: dipilih sistem dan material yang

mendukung dengan kejujuran struktur.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Rencana jalur pejalan kaki harus ditegaskan dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap keberadaan para pejalan kaki.

Pasal 9

Rencana jalur sepedaharus ditegaskan dalam rangka memberikan

perlindungan terhadap keberadaan para sepeda.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
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Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Apabila terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait

perencanaan jaringan air minum , maka ditetapkan dalam
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya
disingkat RTBL/Masterplan.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

)
)
)
Ayat (5) Cukup Jelas
)
)

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

a. Saluran Primer adalah drainase yang berupa akhir dari

pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau
sungai;

.Saluran sekunder adalah saluran drainase yang

menghubungkan antara drainase tersier dengan saluran
drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase
tersier; dan

. Saluran tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi

permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lainnya yang
merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap
maupun jalan.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
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Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus ditegaskan untuk memenuhi
kebutuhan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas
wilayah perencanaan.
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Subzona sarana pelayanan umum harus ditegaskan dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap keberadaan pelayanan umum yang
sudah ada.
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
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Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52

Cukup Jelas
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
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Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58

Cukup Jelas
Pasal 59

Cukup Jelas
Pasal 60

Cukup Jelas
Pasal 61

Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas
Pasal 65

Cukup Jelas
Pasal 66

Cukup Jelas
Pasal 67

Cukup Jelas
Pasal 68

Cukup Jelas
Pasal 69

Cukup Jelas
Pasal 70

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR...
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LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

PETA PEMBAGIAN SBWP DAN BLOK
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG

69



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
Skala 1: 20000

KAWASAN PERUNTUKAN INOUSTIO SERADANG
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LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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PETA RENCANA SBWP

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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PROGRAM

KEGIATAN

PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG

LOKASI

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG

WAKTU PELAKSANAAN
2021- | 2027- | 2032- | 2037-
2026 2031 | 2036 | 2041

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

1.

Rencana Pengembangan
Pusat Pelayanan

a. Perwujudan pusat pelayanan
perkotaan

e BANTUAN
PUSAT

1.

Pengembangan dan
Pemantapan Pusat Pelayanan
Perkotaan

Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10,
Blok B.11

e APBD
KABUPATEN
TABALONG

Pembangunan kawasan
perdagangan dan jasa
(Central Business District)

Blok B.9

e INVESTOR

Pembangunan Sarana
Perlayanan Umum

Blok B.11

Penyediaan Ruang Terbuka
Hijau

Blok B.10

Kajian pengembangan
kawasan pusat perdagangan
dan jasa (Central Business
District)

Sub BWP B

b. Perwujudan sub pusat pelayanan
perkotaan

1.

Kajian.Masterplan
Pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri Seradang

Sub BWP A

Pengembangan dan
pemantapan Pusat Pelayanan
Skala Sub BWP

Blok A.1, Blok C.2

3. Masterplan Pengembangan Sub BWP A
Infrastruktur terpadu Kawasan
Peruntukan Industri Seradang

2. Penyediaan Sarana Sub BWP A
Pelayanan Umum

3. Penyediaan Ruang Terbuka Sub BWP A

Hijau

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

DINAS PEKERJAAN
UMUM & TATA
RUANG

DINAS
PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
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WAKTU PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI 2021-  2027- ‘ 2032- | 2037- SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2026 2031 | 2036 | 2041

4. Pembangunan Kawasan Blok A.1
Campuran untuk mendukung
fungsi Kawasan Industri

5. Kajian Pengembangan Sub BWP C

Kawasan Permukiman

. Perwujudan pusat lingkungan

1. Pengembangan dan
pemantapan Pusat Pelayanan
Skala Kelurahan/Desa

Blok A.1,B.5,B.9, C.1

2. Penyediaan Sarana
Pelayanan Umum

Blok A.1,B.5,B.9, C.1

3. Penyediaan Ruang Terbuka
Hijau

Blok A.1,B.5,B.9,C.1

2. Rencana Jaringan
Transportasi/Pergerakan

. Rencana Pengembangan

Jaringan Jalan

Pemeliharaan Jalan Arteri Primer 1. SBWP A: e BANTUAN e DINAS
(5.21 Km) a. Blok A2 (3.75 km) PUSAT PERHUBUNGAN
2. SBWPB: e APBD e DINAS PEKERJAAN
a. BlokB.1(1.46 km) KABUPATEN UMUM & TATA
TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
e SWASTA
Pembangunan Jalan Kolektor Blok B.10, Blok B.11, Blok e BANTUAN e DINAS
Primer (JKP-4) B.12, Blok B.13, Blok B.3, Blok PUSAT PERHUBUNGAN
«» Total Pengembangan Jalan | B.5, Blok B.7, Blok B.9, dan e APBD e DINAS PEKERJAAN
Kolektor (85,53 Km) Blok C.1 (41,24 km) KABUPATEN UMUM & TATA
TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
e SWASTA
Blok A.1, Blok A.10, Blok A.2, e BANTUAN e DINAS
Blok A.3, Blok A.6, Blok A.8, PUSAT PERHUBUNGAN
dan Blok A.9 (44,29 km) e APBD o DINAS PEKERJAAN
KABUPATEN UMUM & TATA
TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
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PROGRAM

WAKTU PELAKSANAAN

KEGIATAN LOKASI 2037- ‘ SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
2041
e SWASTA
c. Pembangunan Jalan Lokal Primer | Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, e BANTUAN e DINAS
«+ Total Pengembangan Jalan | Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, PUSAT PERHUBUNGAN
Lokal (183,48 Km) Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, e APBD e DINAS PEKERJAAN
Blok B.10, Blok B.11, Blok KABUPATEN UMUM & TATA
B.12, Blok B.13, Blok C.1, Blok TABALONG RUANG
(103,32 km) e SWASTA
Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, e  BANTUAN e DINAS
Blok A4, Blok A.5, Blok A.6, PUSAT PERHUBUNGAN
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, e APBD e DINAS PEKERJAAN
dan Blok A.10 (80,16 km) KABUPATEN UMUM & TATA
TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
e SWASTA
d. Pembangunan Jalan Lingkungan 1. SBWP A: e BANTUAN e DINAS
Primer 1. Blok A.2 (0,42 km) PUSAT PERHUBUNGAN
%+ Total Pengembangan Jalan 2. Blok A6 (3,16 km) e APBD e DINAS PEKERJAAN
Lingkungan (27,90 Km) 3. Blok A.8 (4,66 km) KABUPATEN UMUM & TATA
4. Blok A.9 (7,79 km) TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
e SWASTA
2. SBWP C: e  BANTUAN e DINAS
1. Blok C.1(8,32 km) PUSAT PERHUBUNGAN
2. Blok C.2 (2,37 km) e APBD o DINAS PEKERJAAN
3. Blok C.3 (0,38 km) KABUPATEN UMUM & TATA
4. Blok C.4 (0,80 km) TABALONG RUANG
e. Pembangunan Jalan Khusus Blok A.2 sepanjang 14,17 km e INVESTOR e BAPEDA
Industri ° SWASTA
B. Rencana Jalur Pejalan Kaki
Kawasan Peruntukan Industri
Seradang
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WAKTU PELAKSANAAN

PROGRAM KEGIATAN LOKASI 2021- | 2027- | 2032- | 2037- SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
2026 | 2031 | 2036 | 2041
a. Pembangunan jalur pejalan 1.Blok B.9 dengan Panjang e BANTUAN e DINAS
kaki pada kawasan pusat 1,35 km PUSAT PERHUBUNGAN
Bisnis 2.Blok B.10 dengan Panjang e APBD e DINAS PEKERJAAN
. . 1,35 km . KABUPATEN UMUM & TATA
b. Pembangunan jalur pejalan 1. Blok C.1 dengan Panjang TABALONG RUANG
kaki kawasan permukiman 0,58 km
2. Blok C.2 dengan Panjang * INVESTOR : ECVZ\E;%
0,58 km

C. Pembangunan Jalur sepeda di 1.Blok B.1 (0,93 km)
BWP Industri Seradang (25,09 2.Blok B.5 (1,41 km)
km) 3.Blok B.7 (1,67 km)
4.Blok B.8 (0,49 km)
5.Blok B.9 (4,98 km)
6.Blok B.10 (3,88 km)
7.Blok B.11 (2,18 km)
8.Blok B.12 (0,49 km)
9.Blok B.13 (1,76 km)
10. Blok C.1 (4,37 km)
11. Blok C.2 (2,93 km)
D. Pembangunan dan penataan a. Pusat perdagangan:
ruang parkir + Pertokoan (SRP 100
M2 Luas Lantai efektif
->35-17,9)
+¢+ Pasar Swalayan (SRP
100 M2 Luas Lantai
efektif —>3,5-7,5)
+ Pasar (SRP 100 M2
Luas Lantai efektif —>
35-175)
b. Pusat Perkantoran
++ Pelayanan bukan
umum (SRP 100 M2
Luas Lantai efektif 1,5
-39)
+¢ Pelayanan umum
(SRP 100 M2 Luas
Lantai efektif 1,5 - 3,5)
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PROGRAM

KEGIATAN

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

2021-

2027-

2032-

2037-

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

¢. Sekolah (0,7-1,0)

d. Hotel/Tempat Penginapan
(0,2-1,0)

€. Rumah Sakit (0,2-1,3)

2026

2031

2036

2041

3. Rencana Jaringan Energi/ Rencana pengembangan jaringan e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Kelistrikan transmisi dan distribusi tenaga listrik di PUSAT UMUM & TATA
Kawasan Peruntukan Industri e APBD RUANG
Sera;iang : - ST T KABUPATEN e PIN
a. Pemembangunan Gardu Indu ok A.
(GI) 150.000 Volt e * SWASTA
b. Pembangunan Gardu Hubung Blok A.6
¢. Pembangunan Gardu Distribusi Blok A2,B.5&C.1
d. Pembangunan Jaringan Saluran Blok A.10
Udara Tinggi (SUTT)
e. Pembangunan Jaringan Saluran Semua jaringan jalan kolektor
Udara Tengangan Menengah dan lokal
(SUTM)
f. Pembangunan Jaringan Saluran Semua jaringan jalan
Udara Tegangan Rendah (SUTR) | lingkungan
4. Rencana Jaringan Rencana pengembangan jaringan e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Telekomunikasi telekomunikasi di Kawasan PUSAT UMUM & TATA
Peruntukan Industri Seradang : e APBD RUANG
a. Pembangunan Jaringan Mikro = Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, KABUPATEN e DISKOMINFO
Digital Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.8, Blok A.9, dan Blok N KVBQSL-?(;IF? * g&i‘;ﬁOR

A10

= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,
Blok B.10, Blok B.11, Blok
B.12, dan Blok B.13

= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C.4

b. Pembangunan Jaringan Serat
Optik

= Blok A.1, Blok A.5, dan Blok
A10
= Blok B.1 dan Blok B.2
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PROGRAM

KEGIATAN

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

2021-

2026

2027-
2031

‘ 2032-
2036

2037-
2041 |

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

c¢. Kajian Pengembangan kabel Fiber

Optik dan Pengembangan Stasiun

BWP Kawasan Peruntukan

Industri Seradang

Telepon Otomat (STO)
d. Pembangunan Base Transceiver Blok B.2
Station (BTS) terpadu.
5. Rencana Jaringan Distribusi | Rencana pengembangan jaringan pipa e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Air Minum distribusi air minum di Kawasan PUSAT UMUM & TATA
Peruntukan Industri Seradang : e APBD RUANG
a. Masterplan Pengembangan Air BWP Kawasan Peruntukan KABUPATEN e PDAM TIRTA KAB.
Minum Kawasan Peruntukan Industri Seradang TABALONG TABALONG
industry Seradang e INVESTOR o SWASTA
b. Pembangunan Pipa transmisi air = Blok A1, Blok A.5, dan A.10
baku = Blok B.1 dan Blok B.2
¢. Pembangunan Instalasi = Blok B.2
Pengolahan Air (IPA)
d. Pembangunan Pipa Distribusi = Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9,
danA10
= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,
Blok B.10, Blok B.11, Blok
B.12 dan Blok B.13
= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C4
6. Rencana Jaringan Rencana pengembangan jaringan e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Pengolahan Air Limbah pengolahan air limbah di Kawasan PUSAT UMUM & TATA
Peruntukan Industri Seradang : e APBD RUANG
a. Masterplan IPAL terpadu (IPAL BWP Kawasan Peruntukan KABUPATEN e DINAS
Industri, IPAL rumah Tangga, Industri Seradang TABALONG LINGKUNGAN
IPLT) o INVESTOR HIDUP
b. Pembangunan Jaringan Pipa Tinja | = Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, e DINAS PERUMAHAN
Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, RAKYAT &
Blok A.7, Blok A.8, dan Blok PERTANAHAN

A9
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WAKTU PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI 2021-  2027- ‘ 2032- | 2037- SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA

2026 2031 | 2036 | 2041

= Blok B.3 e SWASTA

= Blok C.4

c. Pembangunan Jaringan Pipa Non
Tinja

= Blok A.1 dan Blok A.10

= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,
Blok B.10, Blok B.11, Blok
B.12, dan Blok B.13

= Blok C.1, Blok C.2, dan Blok

C.3
d. Pembangunan IPAL Kawasan Blok A.7
Peruntukan Industri Seradang
e. Pembangunan IPAL kawasan Blok C.3

perdagangan dan jasa

7. Rencana Tempat a. Masterplan Persampahan BWP Kawasan Peruntukan BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Penampungan Sampah Industri Seradang PUSAT UMUM & TATA
Sementara b. Tempat Penampungan Sampah Blok C.3 APBD RUANG

Sementara KABUPATEN DINAS
TABALONG LINGKUNGAN
INVESTOR HIDUP
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT &
PERTANAHAN
SWASTA
8. Rencana Sistem Jaringan Rencana Pengembangan Prasarana BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Drainase Drainase: PUSAT UMUM & TATA
a. Masterplan Sistem Drainase BWP Kawasan Peruntukan APBD RUANG
Kawasan Peruntukan Industri Industri Seradang KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
Seradang TABALONG RAKYAT &
b. Pembangunan jaringan drainase = Blok A.1 dan Blok A.10 INVESTOR PERTANAHAN
Primer = Blok B.1 dan Blok B.2 SWASTA

¢. Pembangunan jaringan drainase
Sekunder

= Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, dan A.10

= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7,
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2021-

2027-

2037-

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

Blok B.8, Blok B.9, Blok

B.10, Blok B.11, Blok B.12
dan Blok B.13

= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,

dan Blok C .4

2026

2031

‘ 2032-
2036

2041 |

d. Pembangunan jaringan drainase
Tersier

= Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9,
dan A.10

= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,
Blok B.10, Blok B.11, Blok

B.12 dan Blok B.13
= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C.4
9. Sistem Jaringan Prasarana a. Penyediaan sarana prasarana = Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Mitigasi Bencana pada jalur evakuasi bencana Blok A4, Blok A.5, Blok A.6, PUSAT UMUM & TATA
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, APBD RUANG
dan A.10 KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, TABALONG RAKYAT &
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, INVESTOR Eig;gxﬂg\l
Blok B.10, Blok B.11, Blok TABALONG '
B.12 dan Blok B.13 BPBD KAB
= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, i
dan Blok C.4 TABALONG
b. Pembangunan Tempat Evakuasi Blok A.10 dan Blok B.6 SWASTA
Bencana
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
1) Rencana Zona Penyangga Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP A.1 (0,01 Ha) BANTUAN DINAS PEKERJAAN
(PE) revitalisasi sempadan Jalan di SBWP A.10 (6,88 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Kawasan Peruntukan Industri SBWP A.10 (9,73 Ha) APBD RUANG
Seradang seluas 16,62 Ha. KABUPATEN
TABALONG
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2021- | 2027- | 2032- | 2037-
2026 2031 | 2036 | 2041

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

e INVESTOR DINAS PERUMAHAN
RAKYAT &
PERTANAHAN
BAPEDA KAB.
TABALONG
SWASTA
2) Pengelolaan, pemeliharaaan, | Pengelolaan, pelestarian & rehabilitasi | Sub Blok B.2 (3,33 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
pelestarian, rehabilitasi zona sekitar danau di Kawasan PUSAT UMUM & TATA
kawasan zona sekitar danau | Peruntukan Industri Seradang seluas e APBD RUANG
(DW) 3,33Ha KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
TABALONG RAKYAT &
e INVESTOR PERTANAHAN
BAPEDA KAB.
TABALONG
SWASTA
3) Rencana Zona Ruang Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP A5 (38,41 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Terbuka Hijau revitalisasi Hutan Kota seluas 583,17 SBWP A5 (43,81 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Ha: SBWP A.9 (34,20 Ha) e APBD RUANG
SBWP A.10 (86,52 Ha) KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
SBWP A.10 (59,44 Ha) TABALONG RAKYAT &
SBWP B.2 (179.54 Ha) e INVESTOR PERTANAHAN
SBWP B.13 (72,20 Ha) BAPEDA KAB
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.9 (7,80 Ha) SWASTA

revitalisasi Taman Kota seluas 33,02
Ha:

(
SBWP B.9 (0,80 Ha)
SBWP B.9 (5,34 Ha)
SBWP B.9 (2,49 Ha)
SBWP B.9 (0,24 Ha)
SBWP B.10 (13,56 Ha)
SBWP B.10 (2,79 Ha)

Pengembangan, rehabilitasi, dan
revitalisasi Taman Kecamatan seluas
41,76 Ha:

SBWP A.1(9,24 Ha)
SBWP A2 (9,15 Ha)
SBWP B.2 (15,75 Ha)
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2021-

2026

2027-
2031

‘ 2032-
2036

2037-
2041 |

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

SBWP B.5 (1,96 Ha)

SBWP C.2 (2,83 Ha)

Pengembangan, rehabilitasi, dan
revitalisasi Pemakaman seluas 13,36
Ha.

(

SBWP C.1 (2,83 Ha)
(
(

SBWP C.4 (13,36 Ha)

KAWASAN BUDIDAYA
1) Rencana Zona Perumahan Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.9 (59,60 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
revitalisasi Perumahan Kepadatan SBWP B.9 (4,87 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Tinggi seluas 64,47 Ha e APBD RUANG
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.5 (14,10 Ha) KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
revitalisasi Perumahan Kepadatan SBWP B.5 (31,38 Ha) TABALONG RAKYAT &
Sedang seluas 342,76 Ha SBWP B.9 (33,37 Ha) e INVESTOR PERTANAHAN
SBWP C.1 (1,98 Ha)
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.3 (31,37 Ha)
revitalisasi Perumahan Kepadatan SBWP B.5 (24,88 Ha)
Rendah seluas 326,07 Ha SBWP B.6 (19,62 Ha)
SBWP B.8 (60,36 Ha)
SBWP B.12 (28,51 Ha)
SBWP C.1 (161,33 Ha)
2) Rencana Zona Perdagangan | Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.9 (31,90 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
dan Jasa revitalisasi Perdagangan dan Jasa SBWP B.9 (14,62 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Skala Kota seluas 46,52 Ha. e APBD RUANG
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.4 (12,20 Ha) KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
revitalisasi Perdagangan dan Jasa SBWP B.7 (25,58 Ha) TABALONG RAKYAT &
Skala BWP seluas 94,11 Ha. SBWP B.7 (56,33 Ha) e INVESTOR PERTANAHAN
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.5 &1 93 Ha) SWASTA

revitalisasi Perdagangan dan Jasa
Skala Sub BWP seluas 67,01 Ha.

SBWP B.8 (0,06 Ha)

SBWP B.8 (19,42 Ha)
SBWP B.12 (12,14 Ha)
SBWP C.2 (33,46 Ha)
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I e 2026 2031 = 2036 | 2041 |

3) Rencana Zona Perkantoran Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.10 (30,11 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
revitalisasi Pengembangan Zona SBWP B.10 (0,09 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Perkantoran seluas 47,60 Ha SBWP C.2 (17,40 Ha) e APBD RUANG
KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
TABALONG RAKYAT &
e INVESTOR PERTANAHAN
SWASTA
4) Rencana Zona Sarana e SPU-1.1 (13,59 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Pelayanan Umum Penggmbgngan, renabilitasi, dan SPU-1.3 (16,67 Ha) PUSAT UMUM & TATA
revitalisasi Sarana Pelayanan Umum
i s SPU-1.4 (16,45 Ha) e APBD RUANG
Skala kota (SPU-1) memiliki luas PU-15 (1 H
besar 84.27 H SPU-1.5 (19,03 Ha) KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
senesaros.ci nd. SPU-1.6 (18,53 H
. 6 (18,53 Ha) TABALONG RAKYAT &
Pengembangan, rehabilitasi, dan SPU-2.1 (3,88 Ha) e INVESTOR PERTANAHAN
revitalisasi Sarana Pelayanan Umum SPU-2.3 (3,92 Ha) SWASTA
Skala kecamatan (SPU-2) memiliki SPU-2.5 (3,14 Ha)
luas sebesar 10,94 Ha.
Pengembangan, rehabilitasi, dan SPU-3.1(9,26 Ha)
I SPU-3.3 (7,58 Ha)
revitalisasi Sarana Pelayanan Umum
SPU-3.4 (9,22 Ha)
Skala Kelurahan/Desa (SPU-3)
memiliki luas sebesar 39,15 Ha SPU-3.5(3,83 Ha)
' ' SPU-3.6 (9,26 Ha)
5) Rencana Zona Peruntukkan | Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP A.2 (235,71 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Industri revitalisasi Kawasan Peruntukkan SBWP A.2 (226,90 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Industri seluas 1.046,14 Ha. SBWP A.3 (65,49 Ha) e APBD RUANG
SBWP A.3 (58,05 Ha) KABUPATEN DINAS
SEWE 2-2 g;gg :a; TABALONG PERINDUSTRIAN &
: ~ura PERDAGANGAN
SBWP A.6 (335,00 Ha) * INVESTOR BAPEDA
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.4 (11,13 Ha) SWASTA
revitalisasi sentra industri kecil SBWP C.2 (16,04 Ha)
menengah seluas 27,17 Ha
SBWP A.1 (51,05 Ha)
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WAKTU PELAKSANAAN

PROGRAM KEGIATAN LOKASI 2037- ‘ SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
2041
6) Rencana Peruntukan Zona Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.9 (11,76 Ha) e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Campuran revitalisasi Peruntukan zona campuran | SBWP B.9 (1,58 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Perkantoran dan Perdagangan/Jasa SBWP B.9 (8,22 Ha) e APBD RUANG
(C-3) seluas 102,51 Ha SBWP B.9 (3,92 Ha) KABUPATEN e BAPEDA
SBWP B.10 (25,98 Ha) TABALONG e SWASTA
e INVESTOR
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.1 (29,87 Ha) e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
revitalisasi Peruntukan zona campuran | SBWP B.1 (31,90 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Perumahan dan Perdagangan/Jasa e APBD RUANG
(C-1) seluas 61,77 Ha. KABUPATEN e BAPEDA
TABALONG e SWASTA
e INVESTOR
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP A.1 (83,61 Ha) e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
revitalisasi Peruntukan zona campuran PUSAT UMUM & TATA
Perumahan dan Perkantoran (C-2) e APBD RUANG
seluas 83,61 Ha. KABUPATEN e BAPEDA
TABALONG e SWASTA
e INVESTOR
7) Pembangkit Tenaga Listrik Pengembangan Kawasan SBWP A.3 (1,85 Ha) e BANTUAN e PLN
Peruntukkan Zona Pembangkit PUSAT e ESDM
Tenaga Listrik (PTL) dengan luas 1,85 e APBD e BAPEDA
Ha KABUPATEN e  SWASTA
TABALONG
e INVESTOR
8) Peruntukkan Lainnya Pengembangan Kawasan Instalasi SBWP B.2 (5,31 Ha) e BANTUAN e DINAS
Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan PUSAT LINGKUNGAN
luas 5,31 Ha. e APBD HIDUP
Pengembangan Kawasan Instalasi SBWP A5 (0,01 Ha) KABUPATEN e DINAS PEKERJAAN
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan | SBWP A.7 (16,49 Ha) TABALONG UMUM & TATA
Luas 31,79 Ha; SBWP C.3 (15,29 Ha) e INVESTOR RUANG
Pengembangan Kawasan SBWP A.8 (83,73 Ha) e BAPEDA
Peruntukkan Pergudangan dengan
luas 83,73 Ha; © SWASTA
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PROGRAM KEGIATAN LOKASI 2021- | 2027- ‘ 2032- | 2037- SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
2026 2031 | 2036 | 2041
C | PENETAPAN SUB BWP
PRIORITAS
1 Pengembangan Zona Kawasan Alokasi Pembebasan Lahan untuk SBWP A - (1.631,53 Ha) e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Peruntukkan Industri kegiatan Peruntukkan Industri seluas PUSAT UMUM & TATA
1.631,53 Ha berada pada Sub BWP A. e APBD RUANG
Luas Kawasan Peruntukkan Industri KABUPATEN e DINAS
(KPI) Seluas 1.046,14 Ha _ : TABALONG PERINDUSTRIAN &
Pembentukan badan pengelola Kerjasama Pemerintah Daerah e INVESTOR PERDAGANGAN
Kawasan Peruntukan Industri & Swasta e BAPEDA
Seradang e DINAS
2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana | Pengembangan Sarana dan prasarana | SBWP A dengan luas sesuai PERHUBUNGAN
Pendukung Industri kawasan industri standar kebutuhan
3 | Pengembangan sistem logistik Pengembangan Sarana pergudangan | SBWP A - 83,73 Ha * DINAS
pergudangan HI,\E)(L;JI;UNGAN
e SWASTA
TABALONG,
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

KETENTUAN INTENSITASPEMANFAATAN RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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TABEL KETENTLUAN FRASARANA DAM SARANA MINIMLEA

Zana ] Bub Fona Kol _ _ Frasarara Minimam _ Barana Minlmism
Zona Sampadsn (=) 1klalur Paalan Kaki - Fasibing kpamansn;
Porindungan |Danau « Kpgiman yang o pererarican hans monyed shan aksesbiilas unhuk dizbol barupa piru masukckslar, koeidor, Bngga, ramp, yang |- Jaian inspohsi pacs lokasi-iokasi yarg diseniukan secual standar vang
Selempat s et dengan pemiberian landa may rambu dileniukan oleh inslansi berbal
- JukF packeiian disadinkan dengan horairikei yang Baa masesp & - Tl LirPaimm,
- Kplangkapan |akan Densna remau-rmb, jaur Mamuiar 3260 mensgr, |ampu penerangan - Musholatempal ibadan;
#)Rumng Terbuka Hijau - Tampal pambuangan sampah;
H1Ruang Terouka Non Hijau Tempal duduk pengunjuing.
4]l itas Parkolaan
BiFzmilaas Pendukung
GiFasilta Evakuasi Bancans
* ol B N ERIASE
- Penandaanirambu-rambu
Farn Sernpadan Jalr| PE Tidak menysdsian prasarana dan sarana mifimal
Fenyamna Fi
Zona ATH |Hu|.zn Foaa ATHT  |1iJaks Pejalan Kaki - Shelke bt wisala, Hals argrtan wmom,

- Kiqigian yang o pereananiosn nans menyadiskan aksesbiiias uniuk dfatel banspa pimu masukgkeluar, Kondor, Wangga, ramp, yang
GEEME dervdan pemgenan arda aau rambu.
Jakr padecirian disedigian dengan korsfruksi yang bsa meresap air.
= Jahr sppeda dipeckenankan berupa @plan selapak dan o aveal parkin
- Meryadishan prassrana parkic sesu standar dengan henstruksi yarg memurghinkan lerjadina resapan
- Kedanbanan jBlan Denaia rambu-ranb, jaiur meadlen atEl menspe. [Bmiu pensangan
TjRuang Terouka Hijau
HRuang Terbuka hon Hija
- Benupa kpangan olabraga culdaor
djLrilkas Parkolasn
- Jaringan ar bersih:
Toersoda sumber &1, Dalk ar ransh maupon B yang diessh deh pemalengpera dengan jumian yand cukup, Urh aie POAM supl ar
artara EQ fiter'orgehan - 100 IBeeprgthart; Pamen 41 FATAV200T tentang Pecloman Kreleda Teknk Pemanisstan Hasasan Budidigs.
« Jaringan Liskrik:
Janrgan kstrik setiap kegiatan sub 7ora taman kola dilayni dengan apesilas lstria ses o dengan kebutuhan yang mendukung
hegiman pads sub pana ekl
- Janmian Pemsampahan
« AlE pangangi.n
Tempat pengumpulan sampab
- Jaringan Dranasa
Taman hota hans dienphapi jringan drainase sesual kederiuan dan persyarstan 1eknis yang dalur dalam peraluran’ perurdang an
gy ledaih Doe Lo, DATLEAITIA MENErIaE LALE CAYE PErRnCANEAN LML [arngan drsnsss [inghungsn perumahan o paekotaan. Salah aaiy
kalpnhsn yang Daraki adalah SN 12-2406-1981 terdang TAlA cara pRrencanasn umom francees perkolaan

- Pkataran parkr kendaraan mobil dan monor cengan lias tidak ok
miadetini 10% dan |uss. lahan:

Fasillas toilet pria. tollel wanila
= Fasiltas pusx miormas pengunjung;
- Akzsmibiblas uniuk dilabel berupa jaur pedéstnan, loiel ramp, ol
arkir, sesual standar vang bedaki uriuk feEEilas bagl penyandang
mlabibas dan

Fagiltas kaamanan Pas Japa;

Jalur oyshsesi;
- Bak sanpah; dan
- Panands'ramb-rambiu
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Taman Xira ATHZ 75 Viegewiae |
W Hihin porsiilan wgaiasl iU [mas bngungan aialah sehagal boril -
RTH3 - Ehadier & Halo anghiian wmum,
it Rdarupaian habiat mraman khas iosal yang mudan lurnbuh dongan porrsalan minimal; -F‘Hﬂmmmmmﬂﬂmmﬂﬂmﬂlm*m
- Tidak beracin, #dak berdur, daben bdak mocdah patsh dan mempu menyeap Cemanan Lsaen; et 1 ekt i dediai:
Taman ATHA - Touk muksp nediang dan kompah sshinpgga menghasfkan keteduban ogimal, beiap hoab leriaks gedap, dengan &efinggen isnoman E ; o
Hogdusrahan i - Fralicas el poia, loler wanili|
branvisiagi; clan + Fralias pusal inlormash pengundeng;
TArviapat (i Aanaam. a4 s dangan hanbs: tc I g S Saman bartynge. - Aisesi ek uriuk dfabel berupa falor pedestran. ok, mmp, SesE
ﬂ-dtrmnmm. stander varg berlaku wrluh Imiins bagi perandang &l obias; don
JalUr P lean dan sapeds - Finsiian heavnansn Fos Jiga:
=~ Phaeh Tortnsicn, e dy iy b clan peeslol Binieaan; Eiak sampah; dan
- Paunpb g con indenTas i fmdn . B nrarmissramia
3) Janngan drainase |
- Jarngon dranase yang beiriegrasi dengan Ssiem dramase perkolnan) perdesasn secua dengan irukRinya, dan dedenghopi dengan
i b o TeTRR ) ST il g ek g brigeiiiin peienuhein el dligan diguindkan Seleig i suinkad @ gngm W,
&) Janngan wiiles |
- Lliri, panoeangan jaian dan padesan, i barcih; dan
= Siiem ringan permbuangan bmioah can sistem pengotzhan kmbah car dom kmbah padal,
S Jaingan chan Pengeistury Pems ampahan
- Porwpadisu seadsr Rmpod Dedadarian jorig kalagon aampeh JF, oo pangamgelpn (e ganganghuian 29mpa o porpla
Can nebdmendas dan nstans ekl
[Femzbaman | RTHT T:J-mn-nmmdeﬂrh.n: -ﬁﬂnrm-'nl.::wmu'num:
dslur peves inan dan aspeds; - Petaioron parker kendarmnn mobil dan molor deangan s ek boleh
- Plass berknskon, ruaey dusub dan peralol lanssiog, bty € 0P clan huss fafan;
- Paounjuk aah dan Infcemasi TP + Friaiitas ioded pria, ol wanila,
24 Joringan dan Pengeliaon Pers ampahan - + Fasibas pusal inlormasl pengangang
- Peryedasn wadah sampsh berdasarkan (eris kalegon sampoh IR, pofa pengumpeslen dan penganghuisn =ampan sesus pemiaean |- Aksesdbeklm unkuk dfabs berupa jehor pedestman. inds, mmp. sesm
i reksmencdai it natans lartkai slarcky yivveg binddhy wrifub il bag prrpandsn g ol pbifas: dis
Fralias keamanan Pos Jaga;
Eak sampah; dan
- Penandaramou-ramibel
Hagiadacan B2 Pl b Lran SHimn jaingan jalan dan i o pang e slaoda oniuk melssans bawasan peiumahan brepadaian sedang | Parmpeiizan saans dee [ekamns fngkongan heropa tasililes Ders g
Tiagl tan memberikan rasa keamanan dan keryamanon bhagl wargonya. of dalsm saupun A s Bangunas hunlan bemingkal cescal dengan

14 dannpan (aken can ulilas
- K pgialan yang cioerkenakan Fare mesyedsiaom puseedbilbas unbuk cilsbol berupa peily mosckbesloarn, bonidor, [orgpa meng, yang
chsiria dongan pombarian tanda atay ramb
Jaiur pedisinan dsadaian dengan konsmuksl yang bisa menesan ai.
- Jalur sepedn diperkenmiban dengan konsluks yong Bsa meresap o dserfal pembesan rambu-ramba
- Mnlwygkapsn pken bowps mmbu-ramie, ke mesarkse alsg men e, lempy ponermngan
2y Ruaryg Toruhn Higu
BRI BT Ci  Er Tl
3% Ruong Tarbusa Mon Hijau
- lapangan cldhraga oulkdond
4 Liiiisis Parannaan
- Jaringan air barsin
Torsodia surbor o, Dalk 2ir ianah maupun ar yang diclah ook penyoionggara dongan famiah yang cukup. Unslus ar POAM supia ar
wrriara @ Herorghan - 100 edorg e Parmes 41 PATAG00T t2nlanp Pedeman Krsben Tokne
Pomarfantan Kaswean Badums
Joringan Lisrrk:
Jaringan Istrik satlap rumah dilayae dongan kapashss minimal 500 Kh
daringan Fersampzhan
- Perpediam madaf panjosh beidase ban jacls kalegior sanjeh IR, poia penguirgssdan dan penganghinsn Sampah esus pesd e
Can rebemendasd dan nglans bkl
- Mamilu siziem pangelolaan oomnch croank Seoarn akm dan Sdak mombinn ) Samean ke Boan o ardoka
Jarmgan Dainase
- Lingkungam penamaban harus dlsngias prrgan denmss sesum & sienbon dan peesyors e ks yang disir dalen perakoesy
A pang laiah Boelaby, el afie mesngenal EE R pRrenCanaEn W jaincan Grarass Baghon gan penarahan of
patoian Salah i kessnian yang beraks acikan SHI0F-2406-1551 teniang T S Coisncandan Lmim cdrainass perkoinmn

persyroian sorana can prassrans inghungoe perursatan §S5A 031 55)-
D00 T aka cam pencaranm ngeungers peermahen o pardeslaan|
Fabiuhan sarng dan prsaaeana lingkuengan yong Ssadaiom arara
M

- Faslias Perbacalon:
Chaefiakan dengan jumish, uasor. dor porasixunn seun slarcs:
Fririmrum didam gralurn yieg Deslsa

Fasiies Perdagangan:
[isedizkan cengan (umizh, luasar. dan persshanen sEsusl siancar
mirirm dabam perdiuren yary Bedaku Ko sk Tasbas
percacAngan skl ingkungan
- Fasiiias Pondican
Dusodiakan dangan |umizh, ‘uasan. dar porseoaran SoSUS siancar
miremum daiam peraturan yarg beroky kivesus uniuk fasivles

echican ora pekolah, Enghal diser, dan ngkal menengah
- FralEas K ohalan:
Dissarlakan dangan |umizh, asan, dar porsotaan sesual sianom
minimaEn datam ek pang beviaku Khesis urnsk fesblas
wpssFul phals lngaoangan
- Fiinas Qalvaga |
Dvzafizéan danaan |umizh, Linsan, don pors ahards SesUsl s
mirmum dalam poaioran yang evaky ke unask fsiiss olahraga
skl Inghrg s
- Faaiigas Evamusesi Bencana
Lok vl Jali faklial; Parehokars Ta bk ramiis.




1) Jahr Pajalan Kakl

- Kegisan yang dperkenankan harns meoyedisan gasstiilas uniuk cilaoe! berupa pinty masulokeiar, koddor, Langge, ramp, yarg
disertal congan pamber 2n tanda @t rambuy,

- Jahy padasyian disedakan dergan konstruksi yang DS MerseRg a1

- Jathr sapads diperkanarkan dengon konsituks yang bisn meresap sic diserls pembarian rambu-eamitn.

- Kalenghapan Blan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menapl lamou penerangan

20 Ruory) Terbuia Hijou

« taran bermain rekieas

3) Ruong Toroua Non Hijau

- lapangan olahvaga ouldocr

4) Utieas Perkotaan

- Jaringan ar barsty

Tersedia sumber ar, bak ar tanah maupun air yang diolah oleh penyelonagara dengan jumiah yang cukup. Unauk ar PDAM suplal ar
antara 60 Hon'orga - 100 Herorg'harl; Parman 41 /PRTAM2007 tentang Padoman Kreteria Teknks Pemantastan Kawasan Buddaya
- Jaringan Listrk:

Jaringan fsirk sesap numah dillayan gengan sapasias minimal 900 Kwh

- Jaringan Persampahen

- Penyed aan wadah sampah bordasarkan [ens kasgon sampah 3R, pola pengumpulan dan penganghkutan sampah sesusl paraturan
can rekomencasi dar instins! terkat

- Memriik sistem pengelolsen sampah organk secara dami dan tidad membuang sampat ke badan dir terdekal,

- Jarngan Dranase

Linghungan peruraban hans didngkeps jaringen dranase sesudi keteriusn din peoyaralan deknis yong dalu deam panmiuran/
pendangan vang telah beriaku, ferutama mengenal 163 CA perercanaan wmum gningan drainase lrgkungan peeumahan ol
portkotaan Salsh aaly ketentuan yarg berfaky acalah SNI 02-2405-1801 1enlang Tala cam paencanaan umum crsnass parkolann

Kepadatan R3 Pembangunan sistan [anngoen pion dan prasarans yang memenubl stander untfuk metamynn krsazan perumahan berkepadatan sedang | Parwedean sarann dan prasaroana inghungan berupe fasitas bersama
Sedang dan menDeckan 1388 kEamanan dan kenyamanan Dag wargaya, o clalam maupun & luse bangunan Hunvan bedingkit sesul dengan
1) Jadngan jsan dan uiltas persyaraian sarana dan prasaana linguungen perumatan (SN 03-1733
- Keglatan yang dperanankan hans menysdakan sseshillas unuk diadel berupa pinty masuckebar, koddon, langga, rame, yang | 2004 Tata cam perencanaan lingkungan parumahan di parkotaan).
diserts dengan parberan anda gisu rambu. Ketwtuhen sarans dan prasarana §nglungan yoang disedisken srvers
+ Jahr pedestian dsedakan dergan konstruks! yang bisa meresap ar. in;
- Jahy 5apada ciparkanarkan dangan KoNSITuKE: yang DISA Meresap ak dissna pemden an ambu-ramdy. - Fasiltas Parbacalan;
- Kelonghapan @ian berupa rambu-rambu, lur memutar dau menept, lampu penerangan Disediaean dengan psmiah, uasan, dan porsebaran sesua standar
2) Ruang Terbuka Hjau minimum dakym perafran yang beraku
- Bvan berman'ekieas - Faailas Perdagangen:
3) Ruang Terbuka Non Hijau Disediaikan dengan jumiah, uasan, dan perscbaran sesual standar
- lapangan danvaga oudoor mirkmum dakm pecaiuran yang dedshy Khusus uniuk lasines
4) Ut tas Perkotasn perdagayian skaks lrgkungan,
- Jaringan ar bersh - Faslltas Pargsdhan:
- Tersadia sumber &1 bads, air tanah maupun s yang diclsh oleh perysenggara dengan jumfah yang cubup. Unluk Se POAM suplai siv | Dissdiaean dengan prmiah, ussan, dan parseborsn sesua slandar
antara 60 Meriorghan - 100 Merlorghart; Parman 41 /PRTAV2007 tentang Pecoman Kretena Teknis mrimum dakm peraturan yang barau khusis unak lasiees
Pamartasan Kawasan Bucidaya pencicihan pra sekolah, Inghal dasar, dan 1ngkat mensngah,
Jaringan Usinik: - Fasittas Kesehstan:
- Jaringan kstrik satisp ruman diayani dengan Kapasitas minimal 500 Keh, Diseciaian dangan pnian, Lasan, dan persebaran $E5UR STANdar
Jaringan Pecsampahan mrimum dakn pecaiuran yang derdsiu Khusus itk (asites
« Penyed aan wadah sampah berdasarkan jens kategon sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkulan sampah sesul poraluran | xesehatan skala Ingkungan.
dan rekomenciasi darl instarsl terkal. - Fasilias Clahvaga
+ Mamilk sistemn pengelclaan sampah organk secara Jdami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekal. Disediaian dengan pmiah, Lasan, dan porsebaran sesua standar
Jaringan Drainaso: minimum dalam peraburan yang boraku khisus unak 1asizas olaheaga
- Uinglkungan perumahan harus ddenghapi mnngan drainase sesus keteniuan dan persyaratan lekys yang dishr dakun peraturany’ shala linghungan,
penurdangan yang teiah beriakuy, ferutama mangenal tata cara perencanaan Umum @nngan dranase rgkungan perumahan di « Fasidas Evasuas| S8encana
parkonaan. Salah aaly kesentuan yang bedaku acalah SNI 02-2405-1091 1entang Tala CAra Prancanaan umum creEnase perkofnan Lokasi evakuasi; Jaur evaluast, Penandaan'ambu-ramdu
Kapadalan G Pambangunan i [arngan Bian dan prasayana yang memanubi siandss unfuk melayan! Kewasan pensmahan beepadatan rendah | Paryediaan saana dan prasarana linghungan benpa 56 inas berzama
Rendah [dan manberkan rasa keamanan dan keny&manan bag wargsya, sesual dergan persylr dlan sarans dan prasarana brgkungan

parumahan (SN 03.1733-2004 Tala carm paroncanaan lngkungan
peeumahan d pedaclam),. Kebuluhan s sns dan prasarsns linghungan
yang diseciakan antaa kin;

- Taman Lingkungan, 1aman olah rega. 1man berman anak

- Pos Keamanan

- Tempat peramporgand contanar sampah semantara; dan

- Sheler anghutan umum.




mn Sl Kol K1 1] Jaurwag an Jaiies 1] Fasifiliz Panchaong
Pemagangan Haris disedizkan jaringan jalan sk pergermkan mansia dan sendaran, dan berfungsi sehagof akses wmek poryeiamatan dalam + Bhatier ang kulon umur, SR park i wmum. Sudak ek
dan Jima ket darural pbahuien b angh|

- Jakan utoma

- Jakan

2| Jakr Pasalkan Fakl

- Hegaian wang diperkonankan hams menyediakan gasesiblbias umuk dfatel berupa priu mesuk keliar, koridar, tangga. ramp, Feng
o Bt dhngan pramibserian Tanc. ali) rmis:

= Jabr pedesiran dispchéan dongan konsineks yang bisa moresap ar

- Hoplmnghuspan |nine benps remis-ramie, plue masngtar i menog, lemgy pesnernirg an

A} Auany Terbks Hia

- W gk msrrpscbabuan MTH Pubke minimal 10%

4] Auang Tarbuka Man Hig

- benupa Ispangan parsr

5| LiflieR Parkoingn

Jaringan @r bersh:

Tiizsala aiirsher @i, hid ar tanah maupon o o dislih aed payeinggacn den jan pislah pang cobop. Untuk ar PDAM suiglal ai
aniara B0 Ponhor e - 100 B songihani

« Puang Loaciagy can Unicading paoes) m gl Barang,
+ Po= kemnen on; Sieiem pemadarm ketakaron;
- Pangoinnan bmbas packi;
- Fosiias Perbadaiar
Harys mismyiefison aailan pevitecalion wnluk ra yieia) skl o
lemal yang sralegis dan layvak dengan didukang peryodiaan pasarana
Fang rywear urduk benkecish

Forilias Kiesprarian
Harys menyssishun (aaiitag s st gk msorakad sekits di
femicar NG siotapis  odan Mgk dengen didukang ponyediaos
[FRENTIFL Y30 A
- Fralio Ciafesgs -
[Fesdiokon dengan pmiah, uasan, dan porsstaran sosual siandar
FErEmL Galan peaunr yoryg Bailiki Rl cnlok et caldage
shala !

- i ngawm Landnk 21 Fambiim Evnbonsi Borcana
daringom ksiris sefap ruman dilsyan dengan kanasias minimal ST Kwh, Loobasl ek msl;
- Jiwingan Parkamparoan - Setnm Prarngaias Dni;
Panpudiasn wadah samgah berdasarkan jenis Ketagod pameah 3R, polo pengemoulan dan pengangku fon: tampa sasun paentumn | Jalur cvaluesi
den rekomendasi dari insians| e - Penandasnramou-ramou
- CEna i PG PRof STIECENEAN ey IEFHTIG)F RS DNZER 3 SN e BTLBIEn. fuf bstaay D pRsan Sefu Oenian Ianding
- Rl sisiom pengoiclaor sampah oroand setarn dar dor dak membuang sompsh he bodon oir endskal,
- e Divaiase:
Lingkurgan pordagangan ans téengkagl jarngan cranasn sessl kohsmuan dan parsyarmtan ks yang o sur dalam poraiwan
parunciangn yoreg ielsh berkyi, bedams rmangons Sals (s poerciimn Wmur prrgan crarass Inghurgen peruralan di
perhoinan Salah ot b g bl adalsh SH1 0224061991 enty Tala Cird (ehl et TR OrE i pekalaan.
73 1] Jarmgan Jaan T1 Famifian Pendskmp

Hevus el aba paingsan faan ik porg ikl rasu il din ey, San Darfonghi el il aksis el poryveanitan didien
kazadaan darural

- Jdnlan winmn

- daan rghuiingan:

21 Far Peabn Kaki

- Heigynan wangy diporhann kan nons moryackakan aknabibiian itk ifass baripn pam masukkek o, kordor, Langgi. ramg, yang
dizeriny dengan pemberian fanch sl romin

- b pacalrian diseckasn dengan komsiiuks yang b mresap

Hsienghapan |ofon berupa mmbu-rombu, ooy’ mesuier aisy menopd. lemp pensmrg on

A1 Fuang Tt Hiao

- Wajk memed akan RTH Punlk mnimal 10%

4| Fomrg T don Mon Hijpu

DirLp lapangan pavkir

fi| Litktas Perhoinan

- ol s iy e

Teisada sunber ar, bk ar carah moupon & yong dickah ole® penyelengoaen denpan jumish vang cekp. Unick ar PDAM supls ar
animrn BO Barhorgar — 100 iasongnan

= o g Linaak:

Jdmirgas Batrik setieg rurrah dlayan dengen bapasias minmal W Keh,

daringan Persamgahan

- Pgnpndinar wacdah 3pmpah Beedaearion jene kategon sarmpah JH, poin pen germauian cion pengangkulan sampab sosids peestume
dian rdsmiendas] dari eeians] ekl

- Seham jaingan persamoan yang inmegrns] dengan soiem porsampahon perocianry perd senon sess dengan hrarkiirga

- Mgmiliki s=iem pongalolane sarpah onani e afae dee doh mombang Seepeh ke badin wriedel.

- Jmingan Dmnass

LinsgiLiragpan gacei o oa] Gy Pililen EhBwhangs (o Mhpan OTonaen Rabdisdh ARbaniieen (an PRyl afan Taknin yang & sl ek peralie iy
porundangan yang lelah berlaiy, terulama mongonal T1a G peeenoann Umie [aringan drarase inghungan perumaian di
perkciaan Salal Spiy sy yan g bee i sdstah SHIGE-2006- 19897 lendpeg TR cars persncanaan urmuim dransse el gan

- Elvil it e bl i, B ek uirem, dadils s
unbarichar bias tanzh;
+ Mg Loacing chsn Unipging persjangiu) brang

Fos kasmanan; Skiem porsadam kb on;
~ Prergriphan bmba® bepacks;
- Faallas Poeibataian
Harus menyeciaian lasitos peimdaion enbuk masyrskal selior ol
WRTIEG] YA RTARGE dan layak dangan doubng poarsadiean piree e
¥ong rvoman uniuk beridadah.
- Femadigms Kearanan
Hanis menyociaian (sS40 eatan smuk masparakon sokiar o
gl yang  ghetep:  dan bk degen dodulsng paeyedizes

DB i g jormil, fu i, Can parsaborn Sadis Jianda
rrinimum dobam penturan varg Dereky khesus niok fasifiae oarapa

Bkl g g
B Fasiflas Evibcac] Boncana




"~ Sarana Minimum

1) Jaur Pajalan Kaki

- Kegadan yarg dperenanian harus mermediakan skeesbiftas unuk dfabel bevupa pinty masuukelar, koodor, Ingga. ramp, yang
dsertal dengan pamberian tanda atau rambu
- Jalur pedestnan disedakan dengan konsinks: yag bsa meresap ar,
- Kalengkapan |alan Darupa ambu-ambuy, jar memutar dau menspl, [ampu penerangan
2) Rusng Terbuia Hijau
Walh mamediskan ATH Publik minmal 10%,
3 Ruang Tertua Noo Hijau
- benupa Iapangan
4) Utifas Parkotaan
- Jaringan arbershe
Tersedia saanidoe g, LA aF 1308 Maupun 8¢ yang giolah okh perpdanggara cengan jumiah yang oukup. Umuk sir PDAM seobi ar
antara 60 iterforghart - 100 Sterorghard.
- Jaringan Lstik;
Jarngen batrk setap rumah dimani dengan knpasitas mirimal 900 Kwh,
- Jaringan Persampanan
- Permyedisan wadsh sampah berdasarkan jeris kategod sampah 3R, pola pangumpuian den pengangkulon sarmpeh sesud peraturan
dan rehcmendasi dari instans) terka;
- Sistern jaringan persampahan yang lenniegrasi dengan sislen parsampahan parkotasn perdesaan sesus dengan herarkhirns;
- Memilk sstem pengeiciaan sampah crgank sacara alami dan tidak membuarg sampah ke badan air terdekat.
- Jaringan Drainass:
Ungkungan pardagangan hans dikangkap! jaringan drainase sesuai ketentuan dan parsyaratan teknis yang datur daam peraturan'
perundangan yang lelah beclaky, 1entama mengena 1a Cara pensncanaan umum jarings dransss lnghungan peumshan &
parkotaan. Sakh salu ketantuan yang berlaku adalah SNI 02.2406- 1891 tentang Tala cara parancanaan umum drainaso perkotaan. 1)
Fasitas Pandukung
~ Shater angkutan umum, tarpat parkl umum, sudah lermasuk kebutuban kuas tanah;
- Ruang Leading dan Unipading pengangkul bareng.
- Pos keamanan; Satem pemadam kebakaran;
- Pangoiahan frbah tamack;
- Fasiilns Perbadatan:

Harus menyectaran fasilas parbadatan untiuk masyarakal sekiar dismpa yang svalegs dan lagak dengan ddukung penyediaan
prasaans yang nysrmen uniuk beritadah.

- Fasitas Kesehatan:

Harus menyeciaan [asiilas keoanatan uniu masyarskal seilar 0 lempal yang  siraegis  dan  laysk  dengan didusung
paryedaan pracarana yang fyaman.

- Famiitas Clahvraga

Disedinkan dengan jumiah, luasan, dan persebaran sesunl standar mrimum calam paraturan yang berlaku khusus Urmi fasitias
clahraga sxals linghungsn

2) Fasiitas Evatosasi Boncana

- Lokaai evaloasi,

‘"F.. it ,

- Shaller anghuutan unam, lempal parkir umum, sudah lemrasuk
Kobutuban luas tanaly;

- Fuang Loading dan Urlcadrg pangargkut bararg,

- Pos keamanan; Sitem pemadam kabakaran:

- Pangotahan limbsh wrpady,

- Fasiitas Parbadatan
|mmwmwwmwAmwmmaa
tempat yang strategis dan layak dengan ddukung penyediaan prasarana
yang nyaman urtuk bedbadah

« Fasiftas Kesebatan:

Hans menyediakan 1530088 keaehalan unluk masyarast sewilas o
tompat yang  sirategis  don layek  dengan didusung peryadaan
[Prasaana yang nyaman.

- Fasiftas Ofahraga -

Diseciaian cdengan jumiah, luasan, dan parsebaran sesLal S2andar
mirimum calamn paraluran yarg berlshy knusas uniul faiflas oehraga
SHARR lngurean

2| Fasifas Evakuasi Bencana

+ Lokas! evakuas;

- Sistem Perrgatan Diri;

- Jar evakuasl;

- Peoandasrambu-rambu.

115




b 2

1) Jarisgan Jakan

Marus chanciion [anngan pan wisk pargersan mamesa dan kenckraan, cin Serfungsi ssbags skoes urtik peryrinmaian dotam
[eackan danune.

- Jan ama

. Jen

|2 Jakur Peyoian Koh)

- Kagiatan yoeg dparkenankan hirus monpodakan sk ebiits uwiuk dfad Darupa pintu masukkebiar, Lordon, Q04 ramp, yang
[chtirtn dongon Dim berkan [ncks siau rami

~ Johur pedesyian csacakan cenpan korsiuks yong hea meresap oF.

« Kabenghagan jakan berupa rambu eamibo. jahur seamotir 2lau menegd, lampy gonenangan

5 Fliang Terbuks His

~ Jarngan o barsih!

Tersmba samber ar. Dak a1 Laraah AU s g GOl ot DR g) R eegan st g cubup Usius ar POAM suple a1
aniarm 60 Hecorgthan - 100 Hedorghas

- Janngan Listrk:

NG K 1 S Mg 2006 Perkanion) cRinies Gengan ke s YR S850 060 LISUuTan Ying Mencusing Mo Mm
oo pona bersetut

< Jarngan Parsampanan

- Payudiasn wish Sempet Destasodsuy one kategon Semped 7, Dot pengumEulan gin penganhaian Samps Sesus peoller)
chan ressomandos: dan nstarsl Serkay

- Neamih] sstom pergeionan sampeh orgamh secora arm don 3328 memuang sampah ke Dadan ar eidsar,

- Jirfongan Desitine

Lingkungan perkarmoen harus dlengiap! | nngon drainass sesss tetentuan dan pecsyaraian inknis yang diatir dolam pecadaasy
penndandan pang iiah berizhy, Sruama Mergenal (Xa Gaa POencanay amuam jarrgan crainase Iingkungan pesumahan of

1] Fagivas
- Tompat pariar urmum, sudah: Sermamik kebetubon Liss tnsh;
- Fos samaran,

Slstom pomadanm ket
- Pangoishan lirbals s
- Fos#as Perbodaton:
Hirus memoSabos lisias paradatan uisk masyaikal schiu o
HTEal yarg S Mg E din ek CRsgan duluing Darmecdsns prasiein i
yOrg Mynman ureus berbadeh
- Faaitis Keseruman
Hiwus (el abas i dtas baseftadan unb b masyar shal sed i o
toTEet yarg  straiegls  dan  loyal  dengon dhdukung perpedioan
PRSAANG YN Myaman
- Frndlas Clahvags
Disedakan dengas umiah, Lasan, oan porseboran secudl slancy
minierum dalam poraturan yarg bafake kheous uniuk taziias clalvaga
wkals Inghangan
2| Fasi®as Evokoan

- Lokas! ovaasl:

Ponardaanyramou ramby.
3 Ketiet i knyn yang D s gl Undeng-sndarg Ao, 28
Tarun 2002 Tertong Banguran Gedurg.

parhotinan. Sats ity heten bt yeng Derlsbu actaleh ENI0Q-2405-1 991 tartang Tuta Card o UL cha bt
< Jorngan Telskomusicst
Dikrpant cleh farngan tedekonmuriiasl imemet berupa wit,
[Zonn Ingusin | Kawasan 1) dansgan [okan T) Karwasan noustil wob memiie et Pengoianan Aw Lmboh
Parusiukan - Julan stama dargan ishar minmum dadan R 14 maer @ang mamenu persyarasan kandarman angutan banng (IPAL) kanasan pang dolah socsaem terpacks. Ar imhah yarg diolah

Ikl
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2) Jarngan uthtas

+ Sumnber 2t bakw ndustr;

Sumber i Beralh chen jarngan wr bersih yung eintecras dengan siatem peryedan ar berdh perkctisey perchin s sssusl dengin

ek
« Sumber ek dan eneryl yang lerintegrasi dengan ststem pempediaan kSl 2ona industil di periotan’ perdesaan Jes dengan

- Sislem jarinpan tobokomunkas

Fonerangan jan can podestrian.

5) Jarngan drsnase

- Janngan dranase yang lerriegias dengan st o anase Devkasan’ pardessan sesice dergan hrarkhnya

4) Jarngan hinkah [seworage) |

~ Jawingars limbah menpakun ssbrmn tertubip yang dipsrsingboo urtul madsyani keofing amdng Dduain mempsliran brdish yarng i
[rrermeTubi standar niuent ke PAL komunablerpadu. O sesap upng salran yang Yeriagest o parsmpangan fakan dar sy blok
NSt harus duae Sumur sonird (contiol i)

- Jarngan dan Pengololaan Poaaampaian :

- Povyedisan wadah sampet besdasadan ons katepon sampet Y, oofa penguputan don perganghuian sumpeh soswe pecaturn
ckan resomendas: dasd instarel serkail

< Mormikhi satom pargeionan sampeh ergank sacors M 60 R MEMIUGNG SAEN ke Dadan M Rrdsan
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1} Fasieas Pondubung

Shalter 20gRANN LIMUM 1STESE ark emuem, sudah temmasek
{hubestubunn b tanah |

+ Auarg Loadng dan Unicasing penpargeant baang:

+ Pos keamaran; Sawem pemadan kebobaran;

- Pongoiahan limbed: terpad

« Fas#tas Perbadaton:

Harus menyediaban 1asiias porbodan uniuk Masywakal sehier 3
liripedt yong s¥sdag s dan ligsl cangan dtukong permpeciaans rasans
Yty myaman urnfuk ber badah

+ Fasitas Keseranarnc

Harus menpeciaboen lechtas bssshiatan unbok masywrsbon sehite o
It yorg  shifeges  dan layek dengan clcukung perrpediasan
PREJINA YUNg MmN

- Fra#tas Clahvige

Dweckadan dengae jimiah. Losan, dan perachoran sesusl slance
minimum dakim poraluran yang bodaks khesus untuk fagiias dalvaga
Shuika Kimasan

2| Fazikas Evidosansl Bencana

Lobasi evakuasi;

Panandaan ramiou rambu
3} Kagantian Lanys yang ecamum dalam Lindangendang No. 23
Taun 2002 Tertong Banguran Gecurg
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= Tajuk cusup incang dan komaak Sehing gn manghssilon ksteduban oplimal, tstapl Sdak terii) pelap, dengan ketinggan lansman
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- Janngan Jsan

Harus dsedakan [ringan [alan uniuk pargerian manusa can kerdaraan, can berfungs sebagal akses untuk ponysfamatan dalam
haacaan darurst

« Jolan ulama

= Jaan nghungan

- JEur pedestianpejaan kak

Tersoda pur pedestorian/pejalan kaki untuk manghingarn konflk pengguna @lan

- Jaringan ar darsic

Janngan s beesih dlayan dengan kapastas ar Dersh sesus dengan kebuluhan yang mendubwng kegalan pads 2008 trssbut

- Jaringan Listrk

Janngan stk setap kegidtan 20na A tilayani dengan Kapasilas |5rk sasual dengan kabutuhan yang mencukung weglatan pada

- Jaringan Dranasa:
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berdaiu, teruiama mengena trla cara perercanaan Lmum @ringan drarase.
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-ATH,
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Torseda jalur pedestarianpejalan kak untuk manghindan kool pengguna @lan
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= AR pengangiut
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Camguimm [Perumntmn - & [=3] 1) Fangam jwan Chlprgknsl e sglofan uimus;
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- Peryerizan waclash sampah berdssaricn jenis Kxegon samposh 10, pola pesgumpuian dan pengargeuian Sampeh SesUs perEira
cimn redkormerciami can reiore ) Gerkad
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